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Ringkasan Materi
Miskin ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di

bawah garis kemiskinan esktrem — setara dengan USD 1.9 purchasing power parity (PPP).
Dalam Rapat terbatas strategi percepatan pengentasan kemiskinan tanggal 4 Maret 2020,
Presiden memberikan arahan kepada menteri untuk menargetkan kemiskinan ekstrem pada
2024 mencapai 0%. Serangkaian strategi direncanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan
target tersebut. Arahan presiden ini menjadi salah satu agenda prioritas pengawasan BPKP
tahun 2022 yang masuk dalam peta pengawasan prioritas BPKP 2022 di sektor pengentasan
kemiskinan ekstrem.

Laporan ini akan membahas tentang pemanfaatan analisis data dalam pengawasan di sektor
pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut pada tema peningkatan pendapatan dalam topik
peningkatan akses permodalan. Teknik analisis data yang digunakan meliputi antara lain
analisis deskriptif, analisis rasio, Root Cause Analysis dan analisis prediktif, serta teknik
visualisasi hasil analisis data. Hasil analisis data dalam laporan ini diharapkan bermanfaat
dalam penyusunan pedoman pengawasan dan perencanaan pengawasan yang akan
dilakukan.

Hasil analisis data menunjukkan kebijakan peningkatan akses permodalan yang
diimplementasikan, tidak tepat waktu. Selain itu capaian Perluasan Akses terhadap modal
bagi masyarakat miskin ekstrem dan efektifvitas peningkatan akses permodalan dalam
meningkatkan pendapatan masih rendah. Oleh karena itu, perlu langkah strategis untuk

perbaikan kebijakan peningkatan akses modal bagi masyarakat miskin.



Bab 1. Data Umum Obyek Pengawasan

A. Gambaran Umum Topik Pengawasan
Posisi Topik Pengawasan “Peningkatan Akses Permodalan” dalam Agenda Prioritas

Pengawasan (APP) BPKP Tahun 2022 digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

APP BPKP 498 Toun

Pengentasan

Se ktor Kemiskinan

Ekstrem

|
|
Peningkatan
|
| |
Peningkatan .
g 5 Topik
Permodalan

Bagan 1 Posisi Topik Pengawasan “Peningkatan Akses Permodalan” dalam APP BPKP Tahun 2022

6 Sektor
Lainnya

25 Tema
Lainnya

4 Tema
Lainnya

10 Topik
Lainnya

83 Topik
Lainnya

Dari diagram di atas terlihat bahwa Topik Pengawasan “Peningkatan Akses Permodalan”
berada pada Tema Pengawasan “Peningkatan Pendapatan” di sektor pengawasan
“Pengentasan kemiskinan ekstrem” dalam APP BPKP tahun 2022 dari sebanyak 7 Sektor,
29 Tema dan 99 Topik dalam APP BPKP tahun 2022.

Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan
tanggal 4 Maret 2020 adalah sebagai berikut:

1. Agar kemiskinan ekstrem (extreme poverty) pada 2024 dapat mencapai 0%.

2. Yang terpenting adalah validasi data mengenai identitas penduduk sangat miskin yang
mencapai 9,91 juta jiwa.

3. Validasi data agar mencakup nama (by name) dan lokasi (by address).

4. Strategi pengentasan kemiskinan harus terkonsolidasi. terintegrasi dan tepat sasaran.
5. Kementerian Sosial agar terus berkoordinasi mengelola dan memutakhirkan DTKS.
Rapat Terbatas Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kronis tanggal 21 Juli 2021

menghasilkan simpulan sebagai berikut:



1. Walaupun menghadapi pandemi. upaya Pemerintah untuk menangani kemiskinan
ekstrem tidak boleh berhenti agar kemiskinan ekstrem (extreme poverty) pada 2024
dapat mencapai 0%.

2. Percepatan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilaksanakan secara terintegrasi
melalui kolaborasi intervensi.

3. Pastikan intervensi di sektor pendidikan. kesehatan. dan air bersih dapat diterima.

4. Pertajam basis data untuk ketepatan target dan upaya percepatan.

5. Libatkan sektor swasta untuk berperan sebagai off taker produk kelompok miskin
ekstrem sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

6. Fokus pada 5 kabupaten/kota di 7 Provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT,
Maluku, Papua dan Papua Barat.

Sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden dalam Rapat Terbatas Strategi Percepatan
Pengentasan Kemiskinan pada tanggal 4 Maret 2021, agar kemiskinan ekstrem (extreme
poverty) pada 2024 dapat mencapai 0%, maka diperlukan upaya percepatan penanganan
kemiskinan ekstrem yang harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi
intervensi, serta upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai
ketepatan target dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Pengentasan Kemiskinan dilakukan dalam dua pendekatan, yaitu menurunkan beban
pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Pengawasan Peningkatan Akses
Permodalan masuk dalam strategi pendekatan pemerintah dalam meningkatkan

pendapatan masyarakat dengan kemiskinan ekstrem.

Identitas Obyek Pengawasan

Dalam melakukan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, pemerintah membentuk Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang merupakan tim lintas
sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat yang dibentuk untuk
mempercepat penanggulangan kemiskinan. Percepatan penanggulangan kemiskinan
dilaksanakan dengan menyusun kebijakan dan program yang bertujuan menyinergikan
kegiatan penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian atau lembaga serta

melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya



Kementerian/Lembaga terkait yang memiliki kebijakan dan program/kegiatan dalam
peningkatan akses permodalan masyarakat miskin adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

2. Kementerian Keuangan

3. Kementerian Pertanian

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Koperasi dan UMKM

Kementerian Negara BUMN

Kementerian Sosial

W ©® N o v &

Badan Usaha Jasa Keuangan

C. Matrik Desain Pengawasan

Pengawasan dalam APP Peningkatan Akses Permodalan dilakukan bertujuan untuk

menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program pemerintah dalam untuk

meningkatkan akses permodalan bagi masyarakat miskin dalam rangka pengentasan

kemiskinan ekstrem. terdapat 5 (lima) informasi hasil pengawasan (insilwas) yang

diharapkan didapatkan dari hasil pengawasan, sebagai berikut:

1. Ketepatan Kebijakan mengenai perluasan akses bagi masyarakat miskin terhadap
permodalan produktif

2. Peningkatan Capaian Perluasan Akses terhadap modal bagi masyarakat miskin
ekstrem

3. Gambaran efektivitas peningkatan akses permodalan dalam meningkatkan
pendapatan

4. Analisis hambatan implementasi peningkatan akses permodalan

5. Rekomendasi untuk mendorong peningkatan akses permodalan

Rincian matriks desain pengawasan dapat dilihat sebagai berikut.
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Tabel 1 Matriks Desain Pengawasan

10



Bab 2. Analisis Data
A. Kegiatan Analisis Data

Dalam mendukung pengawasan APP Peningkatan Akses Permodalan, saya melakukan

kegiatan analisis data dengan beberapa metode untuk perencanaan pengawasan dan

pelaksanaan pengawasan dengan insilwas yang diamanatkan dalam APP ini sebagai

berikut:

1. Perencanaan Pengawasan

Dalam perencanaan pengawasan analisis data digunakan dalam penyusunan

pedoman, untuk penyusunan teo, dan program kerja, dibutuhkan simpulan mana

saja program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem yang perlu

diberikan penekanan khusus. Metode analisis yang digunakan antara lain analisis

deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai jumlah

masyarakat yang termasuk kategori miskin ekstrem dan untuk mendapatkan

gambaran ketersediaan anggaran pemerintah dalam memberikan akses permodalan

berupa kredit usaha rakyat (KUR) bagi masyarakat miskin ekstrem.

2. Pelaksanaan Pengawasan

a.

Insilwas 1 , Ketepatan Kebijakan mengenai perluasan akses bagi masyarakat
miskin terhadap permodalan produktif

Informasi yang diharapkan dalam insilwas 1 ini merupakan simpulan dari
pertanyaan apakah kebijakan yang ada sudah tepat atau belum. Untuk itu, perlu
dilakukan analisis ketepatan 5T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat
Kualitas, dan Tepat Administrasi) sebagaimana dideskripsikan dalam RPJMN.
Insilwas 2, Peningkatan Capaian Perluasan Akses terhadap modal bagi masyarakat
miskin ekstrem

Untuk menghasilkan insilwas 2, perlu dilakukan analisis deskriptif dan rasio
mengenai data masyarakat miskin ekstrem yang mendapatkan akses modal,
sebelum dan sesudah kebijakan. sumber data dari K/L/D pengampu kebijakan.
Selain itu diperlukan analisis deskriptif dan rasio mengenai data nilai modal yang
dapat telah diakses masyarakat miskin ekstrem sebelum dan sesudah adanya

kebijakan.
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C.

B. Uraian

Insilwas 3, Gambaran efektivitas peningkatan akses permodalan dalam
meningkatkan pendapatan

Informasi mengenai Gambaran efektivitas peningkatan akses permodalan dalam
meningkatkan pendapatan didapatkan dengan melakukan metode analisis antara
lain deskriptif, rasio dan regresi. Metode tersebut digunakan dalam menganalisis
data pendapatan masyarakat miskin ekstrem yang mendapatkan akses modal,
sebelum dan sesudah kebijakan. Selain itu, analisis dilakukan untuk melihat
gambaran data nilai modal yang dapat telah dilunasi masyarakat miskin ekstrem
yang mendaptkan bantuan permodalan. Lebih lanjut, analisis digunakan untuk
menyimpulkan data masyarakat miskin ekstrim yang telah naik status menjadi
bankable.

Insilwas 4, Analisis hambatan implementasi peningkatan akses permodalan
Informasi mengenai hambatan implementasi peningkatan akses permodalan
didapatkan melalui metode analisis RCA (Root Cause Analysis). Metode RCA
dilakukan dengan menguraikan penyebab permasalahan-permasalahan yang
dijumpai sampai ke akar penyebabnya.

Insilwas 5, Rekomendasi untuk mendorong peningkatan akses permodalan
Rekomendasi dapat dihasilkan antara lain dari hasil analisis RCA ketika
menganalisis permasalahan yang dihadapi. selain itu, Rekomendasi juga dapat
dihasilkan dari hasil analisis prediksi/tren kondisi di masa mendatang, antara lain
prediksi jumlah penduduk miskin ekstrem dan jumlah KUR yang dapat disalurkan

di masa mendatang.

Analisis Data dan Hasilnya

1. Perencanaan Pengawasan

d.

Potret penduduk miskin

Berdasarkan data dari BPS, gambaran Jumlah Penduduk miskin (ribu jiwa)
menurut Propvinsi dan kabupaten/kota dalam rentang waktu 5 tahun terakhir,
mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:
1) Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Menurut Provinsi tahun 2017-2021
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No Provinsi Tahun
2017 2018 2019 2020 2021

1 ACEH 872,61 839,49 819,44 814,91 834,24
2 BALI 180,13 171,76 163,85 165,19 201,97
3 BANTEN 675,04 661,36 654,46 775,99 867,23
4 BENGKULU 316,98 301,81 302,30 302,58 306,00
5 D I YOGYAKARTA 488,53 460,10 448,47 475,72 506,45
6 DKI JAKARTA 389,69 373,12 365,55 480,86 501,92
7 GORONTALO 282,30 273,20 254,34 251,75 253,50
8 JAMBI 286,55 281,69 274,32 277,80 293,86
9 JAWA BARAT 4.168,44 3.615,79 3.399,16 3.920,23 4.195,34
10 | JAWA TENGAH 4.450,72 3.897,20 3.743,23 3.980,90 4.109,75
1 | JAWATIMUR 4.617,01 4.332,59 4.112,25 4.419,10 4572,73
12 | KALIMANTAN BARAT 387,43 387,08 378,41 366,77 367,89
13 | KALIMANTAN SELATAN 193,92 189,03 192,48 187,87 208,11
14 | KALIMANTAN TENGAH 139,16 136,93 134,59 132,94 140,04
15 | KALIMANTAN TIMUR 220,17 218,90 219,92 230,27 241,77
16 | KALIMANTAN UTARA 49,47 50,35 48,78 51,79 52,86
17 | KEP. BANGKA BELITUNG 74,09 76,26 68,38 68,40 72,71
18 | KEPULAUAN RIAU 125,37 131,68 128,46 131,97 144,46
19 | LAMPUNG 1.131,73 1.097,05 1.063,66 1.049,32 1.083,93
20 | MALUKU 320,51 320,08 317,69 318,19 321,81
21 MALUKU UTARA 76,47 81,46 84,60 86,37 87,16
22 | NUSA TENGGARA BARAT 793,78 737,46 735,96 713,89 746,66
23 | NUSA TENGGARA TIMUR 1.150,79 1.142,17 1.146,32 1.153,76 1.169,31
24 | PAPUA 897,69 917,63 926,36 911,37 920,44
25 | PAPUA BARAT 228,38 214,47 211,50 208,58 219,07
26 | RIAU 514,62 500,44 490,72 483,39 500,81
27 | SULAWESI BARAT 149,76 151,78 151,40 152,02 157,19
28 | SULAWESI SELATAN 813,07 792,63 767,80 776,83 784,98
29 | SULAWESI TENGAH 417,87 420,21 410,36 398,73 404,44
30 | SULAWESI TENGGARA 331,71 307,10 302,58 301,82 318,70
31 SULAWESI UTARA 198,88 193,31 191,70 192,37 196,35
32 | SUMATERA BARAT 364,51 357,13 348,22 344,23 370,67
33 | SUMATERA SELATAN 1.086,92 1.068,27 1.073,74 1.081,59 1.113,76
34 | SUMATERA UTARA 1.453,87 1.324,98 1.282,04 1.283,29 1.343,86

Jumlah 27.848,17 26.024,51 25.213,04 26.490,79 27.609,97

Tabel 2 Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) per Provinsi

Secara umum terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk miskin
dari tahun 2017 ke tahun 2019, namun mengalami kenaikan lagi di periode
2019-2021. Visualisasi secara bagan data tunggal untuk tahun 2021, dapat

dilihat sebagai berikut:
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2)

Bagan Pareto Jumlah Penduduk Miskin Per Provinsi Tahun
2021
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Dari bagan pareto di atas terlihat bahwa penduduk miskin di tahun 2021

terpusat di tiga provinsi pulau jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan

Jawa Barat.

Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota tahun

2007-2021
No Kabupaten/Kota Tahun
2017 2018 2019 2020 2021

1 Aceh Barat 40,72 39,56 39,29 39,06 39,83
2 Aceh Barat Daya 26,57 2523 24,36 24,21 25,06
3 Aceh Besar 62,72 60,08 58,90 59,70 60,26
4 Aceh Jaya 13,23 12,85 12,35 12,11 12,63
5 Aceh Selatan 32,51 32,82 31,06 30,91 32,25
6 Aceh Singkil 26,27 25,74 25,66 2543 2548
7 Aceh Tamiang 42,01 41,21 39,35 38,93 40,03
8 Aceh Tengah 34,24 32,31 32,78 32,48 32,72
9 Aceh Tenggara 30,84 30,20 28,93 28,98 29,31
10 Aceh Timur 63,67 61,64 62,79 62,34 63,69
1 Aceh Utara 118,74 111,27 107,34 106,41 109,49
12 Agam 36,57 32,92 33,10 33,31 34,26
13 Alor 43,90 4413 44,32 43,55 43,83

14



No Kabupaten/Kota Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
14 Asahan 83,67 74,14 70,53 66,32 69,29
15 Asmat 25,05 26,02 25,80 2512 25,04
16 Badung 13,16 12,97 11,89 13,75 18,52
17 Balangan 7,21 7,21 727 7,06 8,06
18 Bandung 268,02 246,13 223,21 263,60 269,18
19 Bandung Barat 190,89 169,00 159,03 179,46 190,77
20 Banggai 33,50 33,73 29,30 28,16 30,10
21 Banggai Kepulauan 18,56 18,38 17,54 16,70 16,33
22 Banggai Laut 11,63 11,97 11,46 11,09 10,92
23 Bangka 16,45 18,02 16,52 15,41 16,19
24 Bangka Barat 6,06 6,35 5,65 5,83 5,85
25 Bangka Selatan 7,88 7,58 7,02 7,49 7,72
26 Bangka Tengah 11,39 11,12 9,80 9,64 10,03
27 Bangkalan 206,53 191,33 186,11 204,00 215,97
28 Bangli 11,76 11,05 10,08 9,56 11,68
29 Banjar 16,85 15,62 15,91 15,12 18,07
30 Banjarnegara 156,83 141,72 136,10 144,95 150,19
31 Bantaeng 17,91 17,20 16,91 16,84 17,78
32 Bantul 139,67 134,84 131,15 138,66 146,98
33 Banyu Asin 95,28 95,29 96,55 96,27 94,08
34 Banyumas 283,25 226,23 211,65 225,84 232,91
35 Banyuwangi 138,54 125,50 121,37 130,37 130,93
36 Barito Kuala 15,64 14,09 14,49 14,25 16,10
37 Barito Selatan 5,95 6,16 5,99 6,12 6,42
38 Barito Timur 8,56 8,05 797 7,88 8,02
39 Barito Utara 6,72 6,50 6,46 6,78 7,40
40 Barru 16,76 15,68 14,92 14,44 15,18
41 Batang 81,45 66,08 64,07 70,57 74,91
42 Batang Hari 2749 27,55 26,53 26,54 27,24
43 Batu Bara 50,91 51,78 50,46 49,78 52,59
44 Bekasi 163,95 157,21 149,43 186,30 202,73
45 Belitung 14,11 14,00 11,88 12,07 13,53
46 Belitung Timur 8,44 8,93 8,51 8,56 9,29
47 Belu 33,95 33,91 34,08 34,18 35,41
43 Bener Meriah 29,98 29,08 28,45 28,38 28,69
49 Bengkalis 38,19 35,11 35,83 36,96 37,66
50 Bengkayang 18,48 17,94 17,69 17,11 16,92
51 Bengkulu Selatan 32,66 29,19 29,30 28,41 31,65
52 Bengkulu Tengah 9,32 9,24 10,06 10,79 11,12
53 Bengkulu Utara 38,97 35,78 35,94 36,67 35,55
54 Berau 11,86 11,33 11,62 12,30 13,62
55 Biak Numfor 36,63 37,93 38,60 38,02 36,38
56 Bima 72,14 71,65 71,95 71,32 75,49
57 Bintan 9,37 10,42 10,14 10,21 10,54
58 Bireuen 71,54 65,74 63,60 62,42 63,02
59 Blitar 112,93 112,40 103,75 108,55 112,62
60 Blora 111,88 102,50 97,86 103,73 107,05
61 Boalemo 34,35 32,83 31,31 31,63 31,83
62 Bogor 487,28 415,02 395,03 465,67 491,24
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No Kabupaten/Kota Tahun
2017 2018 2019 2020 2021

63 Bojonegoro 178,25 163,94 154,64 161,10 166,52
64 Bolaang Mongondow 19,05 18,49 18,30 18,07 19,08
65 Bolaang Mongondow 9,05 8,82 8,74 8,53 8,63

Selatan
66 Bolaang Mongondow 4,37 4,30 4,41 4,30 447

Timur
67 Bolaang Mongondow 6,95 6,84 6,77 6,82 6,53

Utara
68 Bombana 21,52 19,77 19,37 18,84 19,73
69 Bondowoso 111,66 110,98 103,33 110,24 115,18
70 Bone 7713 79,57 76,25 81,33 79,64
71 Bone Bolango 27,91 27,61 25,91 25,72 25,76
72 Boven Digoel 13,10 13,70 13,54 13,86 13,88
73 Boyolali 116,39 98,23 93,75 100,59 104,82
74 Brebes 343,46 309,17 293,18 308,78 314,95
75 Buleleng 3748 35,20 34,26 35,25 40,92
76 Bulukumba 33,10 31,25 30,49 30,00 31,31
77 Bulungan 13,40 13,03 12,40 13,08 13,48
78 Bungo 20,81 21,11 20,87 22,07 23,64
79 Buol 25,76 25,40 24,51 22,93 23,46
80 Buru 23,44 23,62 23,89 2442 25,23
81 Buru Selatan 10,28 10,12 10,17 10,07 9,99
82 Buton 13,41 13,78 13,97 13,68 14,25
83 Buton Selatan 12,66 11,86 11,81 11,50 11,71
84 Buton Tengah 16,73 13,72 14,64 14,40 14,73
85 Buton Utara 9,63 9,38 9,18 9,13 9,45
86 Ciamis 96,76 85,72 79,41 91,39 96,60
87 Cianjur 257,41 221,58 207,07 234,47 260,02
88 Cilacap 238,32 193,18 185,18 198,60 201,71
89 Cirebon 279,55 232,37 217,64 247,94 271,02
90 Dairi 24,98 23,19 21,86 22,93 23,72
91 Deiyai 31,33 31,50 31,87 30,98 30,83
92 Deli Serdang 97,09 88,52 84,94 86,26 92,52
93 Demak 152,62 144,12 137,60 146,87 151,74
94 Dharmasraya 15,63 15,42 15,49 15,70 17,60
95 Dogiyai 28,75 29,32 30,37 28,31 28,38
96 Dompu 32,85 30,74 30,81 30,97 33,26
97 Donggala 54,44 54,28 55,83 53,17 51,23
98 Empat Lawang 30,29 30,20 30,68 31,89 34,11
99 Ende 65,11 66,01 63,45 65,22 66,38
100  |Enrekang 26,71 25,53 2540 25,25 26,13
101  |Fakfak 19,67 18,73 18,22 17,72 18,51
102  |Flores Timur 26,97 27,99 27,83 27,89 28,90
103  |Garut 291,24 241,31 23519 262,78 281,36
104 |Gayo Lues 19,91 19,09 18,63 18,42 18,61
105 |Gianyar 22,42 21,26 19,85 21,01 25,36
106  |Gorontalo Utara 21,67 21,09 19,46 19,56 19,34
107 |Gowa 62,77 59,34 57,99 57,68 58,66
108 |Gresik 164,08 154,02 148,61 164,05 166,35
109  |Grobogan 180,95 168,70 161,92 172,26 175,72
110  |Gunung Kidul 135,74 125,76 123,08 127,61 135,33
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No Kabupaten/Kota Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
111 |Gunung Mas 6,67 5,96 5,86 5,78 6,30
112 |Halmahera Barat 9,90 10,14 10,13 10,56 10,59
113  |Halmahera Selatan 9,25 11,01 11,79 12,41 12,24
114 |Halmahera Tengah 7,42 751 7,81 7,70 7,65
115 [Halmahera Timur 13,62 13,82 14,53 14,97 14,58
116  |Halmahera Utara 7,84 8,56 8,79 8,75 10,16
117 |Hulu Sungai Selatan 13,45 12,22 12,64 12,39 11,47
118  |Hulu Sungai Tengah 16,17 16,14 16,10 15,47 16,77
119  |Hulu Sungai Utara 15,35 14,92 15,40 14,72 16,19
120  |Humbang Hasundutan 18,35 16,93 16,60 17,92 18,71
121 |Indragiri Hilir 55,40 51,42 48,29 44,29 44,61
122 |Indragiri Hulu 29,42 21,22 26,66 26,66 27,35
123 |Indramayu 233,38 204,18 191,86 220,31 228,59
124 |Intan Jaya 20,29 20,80 21,10 20,46 21,31
125 |Jayapura 16,31 17,19 17,19 16,61 15,56
126 |Jayawijaya 81,94 82,90 83,23 81,71 78,18
127 |Jember 266,90 243,42 226,57 247,99 257,09
128  |Jembrana 14,78 14,35 13,55 12,60 14,24
129  |Jeneponto 55,34 55,95 54,05 53,24 52,35
130 |Jepara 98,98 86,54 83,47 91,14 95,22
131 |Jombang 131,16 120,19 116,44 125,94 127,30
132  |Kaimana 9,74 9,66 9,63 9,52 10,31
133 |Kampar 66,33 69,32 66,81 65,30 68,74
134 |Kapuas 18,80 18,52 18,23 18,17 19,45
135  |Kapuas Hulu 23,96 24,76 25,22 23,93 24,03
136  |Karang Asem 27,02 26,02 25,99 24,69 28,52
137  |Karanganyar 106,78 87,79 84,46 91,72 95,41
138  |Karawang 236,84 187,96 173,66 195,41 210,78
139  |Karimun 16,94 15,93 15,36 15,99 16,28
140  |Karo 40,02 35,36 34,08 36,57 38,01
141 |Katingan 9,51 8,73 8,51 8,23 9,15
142 |Kaur 2547 23,20 22,84 22,57 22,99
143  |Kayong Utara 10,75 11,13 11,21 10,90 10,72
144 |Kebumen 233,45 208,66 201,34 211,09 212,92
145  |Kediri 191,08 177,20 163,95 179,93 184,49
146  |Keerom 9,14 9,40 9,55 9,42 9,30
147 |Kendal 106,07 94,70 91,20 97,49 100,00
148  |Kepahiang 21,47 19,58 20,18 20,27 20,94
149  |Kepulauan Anambas 2,84 2,90 2,72 2,80 3,08
150  [Kepulauan Aru 25,36 25,68 25,62 25,45 25,11
151 |Kepulauan Mentawai 12,95 12,99 13,22 13,37 14,31
152  |Kepulauan Meranti 53,05 51,17 49,89 4710 48,50
153  |Kepulauan Sangihe 15,38 15,46 14,62 14,64 14,55
154  |Kepulauan Selayar 17,61 17,59 17,36 17,04 16,93
155  |Kepulauan Seribu 3,09 2,88 2,93 3,63 3,86
156 |Kepulauan Sula 8,79 9,19 9,29 8,81 8,36
157  |Kepulauan Talaud 8,84 8,68 9,10 8,84 8,37
158  |Kepulauan Yapen 25,35 26,30 27,19 27,04 25,67
159  |Kerinci 17,62 16,79 17,00 17,48 18,45
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No Kabupaten/Kota Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
160  |Ketapang 54,28 54,86 53,84 53,45 53,04
161 |Klaten 164,99 151,73 144,14 151,83 158,23
162  |Klungkung 11,15 10,43 9,66 8,76 10,19
163  |Kolaka 26,64 24,74 24,00 23,76 3345
164  |Kolaka Timur 28,86 2597 26,29 26,38 20,03
165 |Kolaka Utara 23,42 21,03 19,80 19,83 21,36
166  |Konawe 37,99 33,40 31,25 31,63 32,46
167  |Konawe Kepulauan 5,97 5,87 5,86 5,88 5,98
168  |Konawe Selatan 33,73 33,73 33,89 34,22 36,17
169 |Konawe Utara 8,44 8,82 8,67 8,78 9,26
170  |Kota Ambon 19,64 21,61 21,66 22,15 23,67
171 |Kota Balikpapan 17,86 17,01 15,78 17,02 18,53
172 |Kota Banda Aceh 19,23 19,13 19,42 18,97 20,95
173  |Kota Bandar Lampung 100,50 93,04 91,24 93,74 98,76
174 |Kota Bandung 103,98 89,38 84,67 100,02 112,50
175  |Kota Banjar 12,87 10,41 10,07 11,16 13,37
176  |Kota Banjar Baru 11,54 10,64 11,22 10,75 11,95
177  |Kota Banjarmasin 28,93 29,24 29,65 31,31 34,84
178  |Kota Baru 14,44 15,17 15,29 14,60 16,83
179  |Kota Batam 61,16 67,41 66,21 67,06 717
180 |Kota Batu 8,77 7,98 7,89 8,12 8,63
181  |Kota Baubau 13,55 12,59 12,42 12,53 13,30
182  |Kota Bekasi 136,01 119,82 113,65 134,01 144,12
183  |Kota Bengkulu 70,16 70,44 69,26 69,12 66,94
184  |Kota Bima 15,36 14,84 14,80 14,66 16,22
185  |Kota Binjai 18,23 16,07 15,61 15,91 16,46
186  |Kota Bitung 14,00 14,34 14,10 14,18 14,33
187  |Kota Blitar 11,22 10,47 10,10 11,10 11,33
188  |Kota Bogor 76,53 64,85 63,97 75,04 80,09
189  |Kota Bontang 8,75 8,10 747 7,91 8,41
190  |Kota Bukittinggi 6,75 6,32 6,00 6,01 6,98
191  |Kota Cilegon 14,89 13,96 13,20 16,31 18,89
192  |Kota Cimahi 34,53 29,94 26,91 31,64 32,48
193  |Kota Cirebon 30,19 28,03 26,80 30,61 31,98
194  |Kota Denpasar 20,70 20,72 19,83 20,48 29,41
195  |Kota Depok 52,34 49,39 49,35 60,43 63,86
196  |Kota Dumai 13,53 11,19 10,95 9,88 10,57
197  |Kota Gorontalo 11,95 11,91 11,91 12,46 12,94
198  |Kota Gunungsitoli 30,08 25,91 23,06 23,54 24,02
199  |Kota Jakarta Barat 86,96 86,42 84,02 110,90 113,37
200 |Kota Jakarta Pusat 34,83 33,19 34,13 41,92 45,10
201  |Kota Jakarta Selatan 69,82 63,38 61,76 78,09 81,50
202  |Kota Jakarta Timur 95,67 91,38 91,61 122,73 125,37
203  |Kota Jakarta Utara 99,31 95,86 91,09 123,59 132,73
204  |Kota Jambi 52,08 50,61 48,95 50,44 54,23
205 |Kota Jayapura 33,51 33,74 34,42 33,80 34,79
206 |Kota Kediri 24,07 21,90 20,54 22,19 22,55
207  |Kota Kendari 18,44 17,76 17,30 17,46 19,46
208 |Kota Kotamobagu 7,28 7,49 7,31 7,06 7,56
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209  |Kota Kupang 40,22 40,44 39,86 39,72 41,77
210  |Kota Langsa 19,20 18,73 18,62 18,65 19,78
211 |Kota Lhokseumawe 24,40 23,88 23,05 22,69 23,38
212 |Kota Lubuklinggau 29,54 29,74 29,98 29,80 31,61
213 |Kota Madiun 8,70 7,92 7,69 8,83 9,06
214 |Kota Magelang 10,63 9,59 9,10 9,27 9,44
215  |Kota Makassar 68,19 66,22 65,12 69,98 74,69
216 |Kota Malang 35,88 35,49 35,39 38,77 40,62
217 |Kota Manado 23,39 23,21 23,89 25,55 26,78
218  |Kota Mataram 4453 42,60 43,19 41,80 44,45
219 |Kota Medan 204,22 186,45 183,79 183,54 193,03
220  |Kota Metro 16,06 15,06 14,49 14,31 15,32
221 |Kota Mojokerto 7,28 7,04 6,63 8,09 8,37
222 |Kota Padang 43,75 44,04 42,44 4217 48,44
223  |Kota Padang Panjang 3,22 3,11 3,00 2,84 3,28
224  |Kota Padangsidimpuan 17,76 16,79 16,06 16,56 17,28
225 |Kota Pagar Alam 12,12 12,07 12,37 12,71 13,27
226  |Kota Palangka Raya 9,91 9,78 9,69 10,23 10,86
227  |Kota Palembang 184,41 179,32 180,67 182,61 194,12
228  |Kota Palopo 15,44 14,27 14,37 14,71 15,21
229  |Kota Palu 25,49 25,26 26,62 26,89 28,60
230  |Kota Pangkal Pinang 9,76 10,27 9,00 9,40 10,10
231 |Kota Parepare 8,07 8,01 7,62 7,96 7,93
232  |Kota Pariaman 449 4,40 4,20 3,66 3,99
233 |Kota Pasuruan 14,85 13,45 12,92 13,40 13,97
234 |Kota Payakumbuh 7,72 7,69 7,68 7,74 8,66
235  |Kota Pekalongan 22,51 20,52 20,21 22,16 23,49
236  |Kota Pekanbaru 33,09 31,62 28,60 30,40 32,73
237 |Kota Pematang Siantar 25,34 22,01 21,99 21,23 22,06
238  |Kota Pontianak 33,18 31,76 31,46 30,70 30,11
239  |Kota Prabumulih 20,72 20,95 21,62 21,83 23,60
240  |Kota Probolinggo 18,23 16,90 16,37 17,72 17,91
241 |Kota Sabang 5,98 5,62 5,43 5,27 5,33
242  |Kota Salatiga 9,55 9,24 9,21 9,69 10,14
243  |Kota Samarinda 40,01 39,23 39,80 41,92 42,84
244  |Kota Sawah Lunto 1,23 1,48 1,35 1,36 1,52
245  |Kota Semarang 80,86 73,65 71,97 79,58 84,45
246  |Kota Serang 36,97 36,21 36,21 42,24 47,91
247  |Kota Sibolga 11,91 10,81 10,82 10,49 10,80
248  |Kota Singkawang 11,61 11,17 10,90 10,23 11,03
249  |Kota Solok 2,50 2,29 2,29 1,99 2,31
250  |Kota Sorong 42,20 38,88 39,02 38,91 41,75
251 |Kota Subulussalam 15,44 14,78 14,56 14,46 14,46
252  |Kota Sukabumi 27,41 23,20 21,87 2542 27,19
253 |Kota Sungai Penuh 2,46 2,48 2,55 2,78 3,03
254  |Kota Surabaya 154,71 140,81 130,55 145,67 152,49
255  |Kota Surakarta 54,89 46,99 4518 47,03 48,79
256  |Kota Tangerang 105,34 103,49 98,37 118,22 134,24
257  |Kota Tangerang Selatan 28,73 28,21 29,16 40,99 44 57
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258  |Kota Tanjung Balai 24,68 25,30 24,54 23,54 24,10
259  |Kota Tanjung Pinang 19,18 19,30 19,05 19,98 20,85
260 |Kota Tarakan 15,84 15,97 16,11 17,33 17,57
261  |Kota Tasikmalaya 97,85 84,22 76,98 86,13 89,46
262  |Kota Tebing Tinggi 19,06 16,64 16,30 16,32 17,37
263  |Kota Tegal 20,11 19,44 18,64 19,55 20,27
264  |Kota Ternate 6,04 6,76 7,25 8,18 8,45
265 |Kota Tidore Kepulauan 5,39 5,95 6,17 6,66 6,64
266 |Kota Tomohon 6,68 6,25 5,99 6,06 6,18
267  |Kota Tual 17,09 17,13 17,03 17,36 17,76
268  |Kota Yogyakarta 32,20 29,75 29,45 31,62 34,07
269 |Kotawaringin Barat 13,27 12,90 12,76 11,46 12,29
270  |Kotawaringin Timur 27,70 28,20 27,38 26,64 27,06
271 |Kuantan Singingi 31,95 32,10 31,22 29,34 28,90
272 |Kubu Raya 29,52 28,86 27,37 25,90 2547
273 |Kudus 64,45 59,99 58,00 64,24 67,06
274 |Kulon Progo 84,17 771,72 74,62 78,06 81,14
275  |Kuningan 141,55 131,16 123,16 139,20 143,35
276 |Kupang 84,35 88,67 92,02 94,94 91,25
277  |Kutai Barat 12,80 13,49 13,45 13,78 15,38
278  |Kutai Kartanegara 56,57 56,56 56,34 58,42 62,36
279 |Kutai Timur 31,95 33,02 35,31 36,98 37,78
280 |Labuhan Batu 42,35 41,70 4152 4217 45,03
281 |Labuhan Batu Selatan 37,82 33,14 30,17 28,63 30,36
282  [Labuhan Batu Utara 40,24 36,45 34,76 34,86 3713
283  |Lahat 67,33 65,31 65,03 65,75 68,40
284  |Lamandau 2,74 2,52 2,47 2,61 2,92
285 |Lamongan 171,38 164,00 157,11 164,68 166,82
286  |Lampung Barat 42,71 40,62 39,05 38,12 39,36
287  |Lampung Selatan 150,11 148,54 144,44 143,33 145,85
288  |Lampung Tengah 162,38 160,12 153,84 152,28 155,77
289  |Lampung Timur 167,64 162,94 158,90 153,57 159,79
290  |Lampung Utara 131,78 128,02 122,65 119,35 121,91
291 |Landak 44,82 4373 43,16 42,36 42,01
292 |Langkat 114,41 105,46 103,08 101,87 106,59
293  |Lanny Jaya 69,78 71,08 70,60 68,62 76,75
294 |Lebak 111,08 108,82 107,93 120,83 134,75
295  |Lebong 13,31 13,25 13,67 13,97 13,97
296 |Lembata 36,26 36,95 37,46 37,92 38,75
297  |Lima Puluh Kota 26,93 26,47 26,64 26,43 28,51
298 |Lingga 12,35 12,13 11,56 12,45 12,58
299  |Lombok Barat 110,69 103,77 105,04 100,25 105,24
300 |Lombok Tengah 142,14 130,00 128,82 128,10 131,94
301  |{Lombok Timur 215,81 196,87 193,56 183,84 190,84
302  |Lombok Utara 69,24 62,86 63,84 59,86 61,70
303 |Lumajang 112,65 103,69 98,88 102,60 105,25
304 |Luwu 49,80 4791 46,18 46,04 46,26
305  |Luwu Timur 21,94 21,15 20,83 20,82 20,99
306  |Luwu Utara 44,04 4243 42,48 42,20 43,15
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307 |Madiun 83,43 77,75 71,91 78,30 81,61
308 |Magelang 157,15 143,44 137,45 146,34 154,91
309 [Magetan 65,87 64,86 60,43 65,09 67,75
310  |Mahakam Hulu 3,07 3,25 3,19 3,26 3,18
311 |Majalengka 150,26 129,29 121,06 138,21 151,14
312 |Majene 2348 23,53 23,76 2412 25,01
313 |Malaka 30,91 30,79 30,83 31,12 32,17
314 |Malang 283,96 268,49 246,60 265,56 276,58
315 |Malinau 6,69 6,63 6,23 6,16 6,39
316 |Maluku Barat Daya 21,94 21,98 21,49 21,37 21,74
317 |Maluku Tengah 78,72 74,85 74,80 74,18 74,59
318 |Maluku Tenggara 23,69 23,16 22,69 22,59 22,89
319  |Maluku Tenggara Barat 30,67 31,53 30,76 30,74 30,70
320 |Mamasa 21,14 21,22 21,64 21,86 22,29
321 |Mamberamo Raya 6,63 6,94 6,96 6,98 7,04
322 |Mamberamo Tengah 17,20 17,75 17,79 17,72 19,66
323 |Mamuju 19,11 20,42 20,57 20,65 22,30
324 |Mamuju Tengah 8,82 9,28 9,16 9,25 9,74
325  |Mamuju Utara 7,95 7,65 742 7,95 8,53
326  |Mandailing Natal 48,30 42,39 40,64 41,31 43,24
327  |Manggarai 71,86 69,32 69,33 69,52 71,03
328  |Manggarai Barat 49,39 4853 49,23 49,40 51,15
329  |Manggarai Timur 74,85 74,88 75,83 76,69 717
330  |Manokwari 40,31 37,73 36,67 35,92 35,63
331 [Manokwari Selatan 7,78 7,24 7,21 7,09 7,65
332 |Mappi 24,31 25,21 26,10 26,91 26,36
333 |Maros 38,50 35,97 34,85 34,62 34,11
334 |Maybrat 13,87 13,12 13,11 12,80 13,48
335 [Melawi 25,28 26,24 25,71 25,34 2547
336 |Merangin 35,48 33,95 32,88 33,92 35,44
337 |Merauke 24,06 23,72 23,49 22,89 23,83
338 |Mesuiji 15,16 15,01 14,94 14,72 15,24
339 [Mimika 31,15 31,18 31,79 31,75 30,95
340  [Minahasa 26,34 24,49 24,32 24,95 26,30
341 |Minahasa Selatan 20,26 19,54 19,49 19,38 19,77
342  |Minahasa Tenggara 15,56 14,73 14,22 13,73 13,31
343 |Minahasa Utara 14,93 14,13 14,09 14,33 14,49
344 |Mojokerto 111,79 111,55 108,81 118,80 120,54
345 |Morowali 16,99 17,03 16,61 16,50 17,07
346  [Morowali Utara 19,25 19,40 19,25 18,38 18,40
347  |Muara Enim 81,30 78,58 78,75 79,27 80,40
348  |Muaro Jambi 18,28 17,38 16,86 17,30 20,49
349  |Mukomuko 22,51 21,50 22,56 23,10 22,50
350  [Muna 32,35 29,12 28,47 28,73 30,54
351 |Muna Barat 12,89 11,39 11,52 11,32 11,55
352 |Murung Raya 6,75 7,39 721 7,18 7,31
353 |Musi Banyuasin 105,08 105,15 105,83 105,38 105,23
354 |Musi Rawas 55,96 54,75 53,82 54,95 57,46
355  |Musi Rawas Utara 36,45 36,19 36,63 37,75 39,50
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356  |Nabire 36,68 37,06 37,14 36,75 35,08
357  |Nagan Raya 31,06 31,06 29,93 29,99 30,71
358  |Nagekeo 19,20 18,69 18,70 18,51 19,11
359  [Natuna 3,53 3,60 3,43 3,47 3,98
360  |Nduga* 36,07 37,14 37,60 36,54 41,17
361 |Ngada 20,21 20,79 20,31 20,62 20,98
362  |Nganjuk 125,52 127,28 118,51 122,73 125,53
363  [Ngawi 123,76 123,09 119,43 128,19 130,81
364 [Nias 24,88 22,61 22,10 23,12 24,33
365  [Nias Barat 23,33 23,00 22,08 22,33 21,75
366 [Nias Selatan 57,95 52,70 52,51 53,88 55,16
367  [Nias Utara 39,47 36,33 34,42 34,75 35,84
368  [Nunukan 11,91 13,38 12,69 13,76 13,94
369  |Ogan llir 56,84 55,87 57,06 57,97 60,50
370  |Ogan Komering llir 127,06 124,86 124,14 123,34 124,78
371 |Ogan Komering Ulu 46,34 4571 46,84 47,30 47,50
372 |Ogan Komering Ulu 38,63 37,87 37,92 39,50 41,23
Selatan
373 |Ogan Komering Ulu 72,81 70,65 70,40 71,10 72,89
Timur
374 |Pacitan 85,26 78,64 75,86 80,82 84,19
375 |Padang Lawas 24,42 23,05 2317 23,87 25,78
376  |Padang Lawas Utara 27,98 26,82 26,06 26,79 28,37
377  |Padang Pariaman 34,70 33,20 29,48 28,98 30,41
378  |Pakpak Bharat 4,95 4,66 4,52 4,59 4,79
379  |Pamekasan 137,77 125,76 122,43 129,41 137,12
380 |Pandeglang 117,31 116,16 114,09 120,44 131,43
381 |Pangandaran 39,46 32,19 30,73 36,05 39,07
382  |Pangkajene Dan 53,38 50,12 47,07 4712 48,40
Kepulauan
383  |Paniai 63,38 64,46 65,54 65,98 62,57
384  |Parigi Moutong 82,88 83,66 81,36 78,76 76,79
385 |Pasaman 20,38 20,31 20,22 20,29 21,57
386 |Pasaman Barat 30,84 31,83 31,53 31,64 34,97
387  |Paser 25,30 25,14 2545 26,77 27,56
388  |Pasuruan 165,64 152,48 141,09 151,43 159,78
389 |Pati 141,73 123,94 118,98 127,37 128,74
390  |Pegunungan Arfak 11,58 10,80 10,74 10,68 11,85
391  |Pegunungan Bintang 22,41 22,81 23,01 23,03 23,38
392  |Pekalongan 111,58 89,54 87,01 91,86 95,26
393  |Pelalawan 44,40 44,29 45,98 45,88 49,30
394  |Pemalang 225,00 208,34 200,67 209,03 215,08
395  |Penajam Paser Utara 12,00 11,76 11,52 11,93 12,13
396  |Penukal Abab Lematang 26,75 25,78 2547 2417 25,10
Ilir
397  |Pesawaran 71,64 70,14 67,36 66,04 68,31
398  |Pesisir Barat 23,76 22,98 22,38 22,24 23,23
399  [Pesisir Selatan 35,53 34,92 36,51 35,46 3741
400 |Pidie 92,34 89,53 86,29 86,39 88,53
401  |Pidie Jaya 33,60 31,72 30,97 31,39 31,79
402  |Pinrang 3143 32,94 31,85 33,56 33,51
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403  |Pohuwato 32,55 30,39 29,13 28,92 29,22
404  |Polewali Mandar 69,25 69,68 68,86 68,18 69,32
405  |Ponorogo 99,03 90,22 83,97 86,74 89,94
406  |Pontianak 15,30 14,61 14,02 13,18 13,82
407  |Poso 41,88 41,75 39,92 40,20 41,99
408  |Pringsewu 44,41 41,64 40,55 40,12 41,04
409  |Probolinggo 236,72 217,06 207,22 218,35 223,32
410 |Pulang Pisau 6,54 5,71 5,39 5,21 543
411  |Pulau Morotai 4,50 4,67 4,86 443 445
412 |Pulau Taliabu 3,7 3,85 3,98 3,89 4,05
413 |Puncak 40,17 42,10 43,09 42,43 40,78
414  |Puncak Jaya 44,16 45,51 45,89 46,07 46,39
415  |Purbalingga 171,88 144,16 140,07 149,48 153,08
416  |Purwakarta 85,25 75,94 71,86 80,17 84,27
417 |Purworejo 98,65 83,55 82,17 84,79 88,80
418  |Raja Ampat 9,43 8,50 8,30 8,32 8,69
419  |Rejang Lebong 43,85 4213 41,57 41,47 43,30
420 |Rembang 115,19 97,44 95,26 100,08 101,40
421 |Rokan Hilir 53,19 48,92 49,80 48,85 51,97
422 |Rokan Hulu 69,24 72,28 72,21 73,35 74,73
423  |Rote Ndao 45,57 46,13 47,66 48,77 51,71
424  |Sabu Raijua 28,22 28,88 29,49 30,14 30,60
425  |Sambas 45,41 4548 43,84 41,41 41,49
426  [Samosir 18,43 16,81 15,79 15,80 16,08
427  |Sampang 22513 204,82 202,21 224,74 237,23
428  |Sanggau 20,62 21,59 21,41 21,16 21,70
429  |Sarmi 5,23 5,67 5,80 5,70 5,56
430 |Sarolangun 25,61 25,70 25,39 25,79 27,06
431 |Sekadau 12,74 12,29 12,28 11,92 12,69
432 |Seluma 39,24 37,51 36,92 36,23 37,05
433  |Semarang 79,66 75,67 73,90 79,88 83,61
434  |Seram Bagian Barat 4344 43,77 43,14 4315 43,72
435  |Seram Bagian Timur 26,23 26,64 26,44 26,69 26,41
436  |Serang 69,11 64,46 61,54 74,80 83,09
437 |Serdang Bedagai 56,93 50,49 48,69 49,18 51,16
438  [Seruyan 14,04 14,56 14,66 14,53 15,07
439  |Siak 26,83 25,81 24,49 25,38 25,77
440  |Siau Tagulandang Biaro 6,81 6,53 6,35 5,95 6,00
441  |Sidenreng Rappang 15,72 15,41 14,44 15,36 15,25
442  |Sidoarjo 135,42 125,75 119,29 127,05 137,15
443  |Sigi 29,55 29,78 30,82 30,00 31,51
444 |Sijunjung 16,83 16,55 16,65 16,28 16,81
445  |Sikka 45,01 44,02 43,32 42,18 43,09
446  |Simalungun 91,35 80,30 76,33 73,64 76,99
447  |Simeulue 18,40 18,22 17,67 17,34 18,25
448  |Sinjai 22,25 22,48 22,27 22,06 21,69
449  |Sintang 41,46 42,65 40,30 39,19 39,40
450  |Situbondo 88,23 80,27 76,44 83,74 86,95
451  |Sleman 96,75 92,04 90,17 99,78 108,93
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452 |Solok 33,33 32,89 29,74 29,28 30,36
453  |Solok Selatan 11,89 11,85 12,50 12,39 13,41
454 |Soppeng 18,76 17,00 16,45 17,23 17,27
455  |Sorong 21,72 26,10 25,30 24,89 25,93
456  [Sorong Selatan 8,79 8,76 8,60 8,71 9,16
457  |Sragen 124,01 116,37 113,83 119,38 122,91
458  |Subang 167,79 136,61 129,18 149,81 158,97
459  |Sukabumi 197,12 166,33 153,30 175,10 194,35
460 |Sukamara 1,99 1,96 2,01 2,13 2,38
461  |Sukoharjo 76,69 65,43 63,55 68,89 73,84
462  |Sumba Barat 36,69 36,30 36,56 36,95 37,78
463  |Sumba Barat Daya 99,55 97,28 96,30 97,81 100,42
464  |Sumba Tengah 25,37 24,93 25,12 25,37 25,48
465  |Sumba Timur 78,18 76,80 77,39 77,30 78,33
466 |Sumbawa 68,69 63,77 63,49 62,88 66,00
467  |Sumbawa Barat 22,33 20,36 20,45 20,20 21,51
468 |Sumedang 120,63 112,14 104,18 118,38 126,28
469  |Sumenep 211,92 218,60 211,98 220,23 22473
470  |Supiori 7,09 7,76 7,97 7,78 7,83
471 |Tabalong 15,00 14,87 15,22 14,70 16,13
472 |Tabanan 21,66 19,77 18,74 19,11 23,11
473 |Takalar 26,99 26,57 25,93 25,38 24,60
474 |Tambrauw 4,95 4,77 4,67 4,59 5,31
475  |Tana Tidung 1,64 1,34 1,34 1,46 1,49
476 |Tana Toraja 29,18 29,65 28,87 28,41 29,33
477  |Tanah Bumbu 17,02 17,06 17,35 16,83 18,92
478  |Tanah Datar 19,27 18,48 16,20 15,34 15,89
479  |Tanah Laut 15,31 14,87 15,45 14,79 15,86
480 |Tangerang 191,62 190,05 193,97 242,16 272,35
481  |Tanggamus 77,53 73,77 71,90 70,37 71,89
482  |Tanjung Jabung Barat 36,33 36,28 35,12 34,79 36,10
483  |Tanjung Jabung Timur 27,22 26,99 25,35 24,23 24,42
484  |Tapanuli Selatan 29,48 25,63 24,22 23,96 25,01
485  |Tapanuli Tengah 53,05 48,53 46,99 4719 49,95
486  |Tapanuli Utara 33,75 29,20 28,57 28,41 29,72
487  |Tapin 7,01 6,98 6,51 5,90 6,93
488  |Tasikmalaya 189,35 172,41 159,93 181,52 200,59
489 |Tebo 2318 22,86 22,83 22,47 23,77
490 |Tegal 141,80 114,06 109,94 117,50 123,52
491  |Teluk Bintuni 21,09 19,64 19,59 19,22 20,07
492  |Teluk Wondama 11,25 10,53 10,48 10,22 10,74
493  |Temanggung 86,77 75,39 72,57 77,33 79,09
494 |Timor Tengah Selatan 136,45 130,63 130,31 128,98 125,68
495  |Timor Tengah Utara 58,59 56,09 56,94 56,98 58,33
496  |Toba Samosir 18,49 15,82 15,78 16,05 16,61
497  |Tojo Una-Una 27,30 27,78 26,36 2543 25,86
498  |Toli-Toli 30,64 31,80 30,79 30,51 32,19
499  |Tolikara 44 47 4554 45,65 44,88 48,16
500 |Toraja Utara 32,85 30,68 28,64 27,88 28,39
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501  |Trenggalek 89,77 83,50 76,44 81,06 84,89
502  |Tuban 196,10 178,64 170,80 187,13 192,58
503  |Tulang Bawang Barat 21,77 21,93 21,14 20,29 23,03
504  |Tulangbawang 44,31 43,10 42,06 4243 44,53
505 |Tulungagung 82,80 75,23 70,01 76,40 78,59
506 |Wajo 29,19 29,73 2748 27,69 26,22
507  |Wakatobi 15,48 14,20 14,14 13,75 15,30
508  |Waropen 9,03 9,26 9,68 9,44 9,69
509 |Way Kanan 62,00 60,16 58,72 58,41 59,89
510  |Wonogiri 123,04 102,84 98,28 104,37 110,46
511 |Wonosobo 159,16 138,32 131,35 137,64 139,67
512 |Yahukimo 73,27 74,02 73,92 71,76 73,62
513 |Yalimo 21,18 21,64 21,48 20,84 22,32

Jumlah 27.694,25| 25.875/42| 25.076,68| 26.357,53|  27.475,86

Tabel 3 Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota tahun 2007-2021

Secara histogram/poligon data tunggal data di atas sulit divisualisasikan
dalam satu halaman kertas karena banyaknya baris data yang harus di
visualisasikan. Untuk itu, data diatas perlu dikelompokkan dulu
sebagaimana uraian di bagian selanjutnya.

Pengklasifikasian data penduduk miskin

Jika data jumlah penduduk miskin tahun 2021 dikelompokkan dalam
beberapa kategori wilayah berpenduduk miskin (Banyak, Sedang, Sedikit,

Sangat Sedikit), maka gambarannya adalah sebagai berikut:

a) Provinsi
No | Kategori Rentang (Ribu Jiwa) Jumlah Keterangan
Provinsi

1 Sangat Sedikit 52,86 <x < 1.252,86 30

2 Sedikit 1.252,86 <x< 2.452,86 1 Sumatera
Utara

3 Sedang 2.452,86 <x< 3.652,86 0

4 Banyak 3.652,86 <x < 4.852,86 3 Jawa Timur,
Jawa Barat,
Jawa Tengah

Jumlah 34

Tabel 4 klasifikasi Provinsi berpenduduk miskin

Dari tabel di atas terdapat perbedaan yang kontras. Hal ini terlihat
bahwa sebagian besar (30) provinsi masuk kategori 1 / Sangat sedikit
(52,86 -1.252,86 ribu jiwa penduduk miskin), satu provinsi masuk

kategori 2 (sedikit) yakni Sumatera Utara dan sisanya terdapat 3
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provinsi yang jauh posisinya di kategori Banyak yakni Jawa Timur, Jawa
Barat dan Jawa Tengah .

b) Kabupaten/kota

No Kelas Kategori Rentang Kelas Frekuensi
(ribu jiwa)

1 0- 100 429
2 101- 200 63
3 201- 300 19
4 301- 400 1
5 401- 500 1

Jumlah 513

Tabel 5 Klasifikasi Kabupaten/Kota Berpenduduk Miskin
Pembagian kelas untuk kabupaten/kota berdasarkan nilai rentangan
dibagi 5. Hasilnya terlihat dari tabel di atas terdapat perbedaan kontras
dimana sebagian besar kabupaten kota masuk dalam kategori 1 (0-100
ribu jiwa penduduk miskin) dan hanya 2 kabupaten/kota yang masuk
kategori penduduk miskin diatas 300 ribu jiwa.
Visualisasi secara histogram/poligon dan bagan pai data kelompok, dapat

dilihat sebagai berikut:

Histogram Klasifikasi Provinsi Berpenduduk Miskin tahun

2021
3
! 0 ]
(1252.86000 ,... (3652.86000,...
[ 52.86000,... (2452.86000,...

Bagan 3 Histogram Klasifikasi Provinsi Berpenduduk Miskin
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Bagan Klasifikasi Kabupaten/Kota
Berpenduduk Miskin
Tahun 2021

m0-100 m 101- 200 201- 300

W 301-400 m401-500

83.63%

Bagan 4 Klasifikasi Kabupaten/Kota Berpenduduk Miskin

4) Persentase Penduduk Miskin

Jika data penduduk miskin dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka

didapatkan persentase penduduk miskin per provinsi adalah sebagai

berikut:
No Provinsi Persentase di Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
1 ACEH 16,88 16,01 15,41 15,12 15,27
2 BALI 423 3,99 3,76 3,74 4,52
3 BANTEN 5,47 5,28 5,15 6,02 6,63
4 BENGKULU 16,47 15,49 15,33 1517 15,16
5 D | YOGYAKARTA 12,96 12,05 11,59 12,14 12,75
6 DKI JAKARTA 3,77 3,58 3,48 4,55 4,71
7 GORONTALO 24,43 2343 21,62 21,22 21,18
8 JAMBI 8,22 7,99 7,69 7,71 8,06
9 JAWA BARAT 8,70 7,46 6,93 7,91 8,37
10 JAWA TENGAH 13,03 11,34 10,83 11,46 11,76
1 JAWA TIMUR 11,75 10,96 10,35 11,06 11,38
12 KALIMANTAN BARAT 7,87 7,76 7,50 7,18 712
13 KALIMANTAN SELATAN 472 4,54 4,57 4,40 481
14 KALIMANTAN TENGAH 5,40 5,24 5,08 4,95 5,14
15 KALIMANTAN TIMUR 6,24 6,13 6,08 6,28 6,51
16 KALIMANTAN UTARA 7,38 7,37 7,01 7,31 7,32
17 KEP. BANGKA BELITUNG 5,24 5,33 4,71 4,65 4,88
18 KEPULAUAN RIAU 5,94 6,05 573 5,71 6,07
19 LAMPUNG 13,64 13,09 12,58 12,29 12,58
20 MALUKU 18,52 18,30 17,96 17,80 17,81
21 MALUKU UTARA 6,36 6,68 6,85 6,90 6,86
22 NUSA TENGGARA BARAT 15,87 14,52 14,28 13,66 14,08
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23 NUSA TENGGARA TIMUR 21,78 21,31 21,08 20,93 20,91
24 PAPUA 27,60 217,81 27,68 26,86 26,74
25 PAPUA BARAT 24,84 22,78 21,95 21,15 21,70
26 RIAU 7,80 7,45 7,18 6,95 7,08
27 SULAWESI BARAT 11,34 11,33 11,14 11,03 11,24
28 SULAWESI SELATAN 9,37 9,06 8,71 8,74 8,76
29 SULAWESI TENGAH 14,11 14,00 13,49 12,94 12,95
30 SULAWESI TENGGARA 12,84 11,71 11,36 11,16 11,61
31 SULAWESI UTARA 8,11 7,81 7,69 7,66 7,75
32 SUMATERA BARAT 6,82 6,60 6,35 6,21 6,60
33 SUMATERA SELATAN 13,12 12,73 12,64 12,58 12,79
34 SUMATERA UTARA 10,16 9,15 8,76 8,67 8,98

Tabel 6 Presentase Penduduk Miskin Per Provinsi

tahun% 2021, dapat dilihat sebagai berikut:

Persentase Penduduk miskin (%)
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Visualisasi secara bagan data tunggal

Persentase Penduduk Misikin Per Provinsi Tahun 2021
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Bagan 5 Presentase Penduduk Miskin Per Provinsi
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Dari bagan pareto di atas terlihat bahwa pada tahun 2021, 4 besar provinsi

yang penduduk miskinnya di atas 20% jumlah penduduknya adalah Provinsi

Papua, Papua Barat, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur.

5) Klasifikasi provinsi berpresentase penduduk miskin

Jika data persentase penduduk miskin dikelompokkan dalam beberapa

kategori wilayah provinsi berpresentase penduduk miskin, maka gambaran

klasifikasi wilayah provinsi berpresentase penduduk miskin didapatkan hasil

sebagai berikut:

No Kelas (% penduduk miskin) Jumlah Keterangan
Provinsi
1 452 <x<10,62 18
2 10,62<x < 16,72 11
Papua Barat,
3 16,72<x < 22,82 4 | Gorontalo, NTT,
Maluku
4 22,82 <x<28,92 1| Papua
Jumlah 34

Tabel 7 Klasifikasi Provinsi berpresentase penduduk miskin

Secara histogram/poligon data kelompok bagan pai dapat dilihat sebagai

berikut:

Klasifikasi Provinsi Berpresentase
Penduduk Miskin Tahun 2021

Bagan 6 Klasifikasi Provinsi Berpresentase Penduduk Miskin tahun 2021

Kategori Persentase penduduk miskin

W 4,52 <x<10,62
W 10,62<x £ 16,72
W 16,72<x < 22,82

22,82 <x < 28,92

dari bagan pai di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar (53%)

provinsi berkategori persentase penduduk miskin antara 4.52%-10,62% dari

jumlah penduduk provinsi tersebut.
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b. Potret Kredit Usaha Rakyat (KUR)
1) Nilai KUR 5 tahun terakhir (2017-2021)
Berdasarkan data dari dashboard Sistem Informasi Kredit Program (SIKP),
gambaran penyaluran KUR selama lima tahun terakhir (2017-2021) dapat

dilihat sebagai berikut:

tahun skema kur plafon (juta rupiah) akad (juta rupiah) debitur (orang)
mikro 68.264.300 65.006.479 3.839.417
retail 37.324.150 29.945.561 214.020
a1 tki 1.085.000 289.875 20.105
umi 1.500.000 884.203 358.565
mikro 75.257.762 73.698.489 4.094.896
2018 retail 47.528.384 45.748.655 308.072
ki 1.010.011 587.338 37.546
umi 1.500.000 1.349.226 472.049
mikro 81.153.902 80.269.571 4.273.029
retail 59.515.882 57.780.223 390.025
2018 ki 1.231.000 815.885 54.283
umi 1.500.000 2.728.567 821.318
mikro 133.210.495 128.696.389 4.774.970
retail 63.252.211 57.527.086 297.915
2020 ki 924.255 924.255 21.709
umi 1.500.000 6.026.474 1.769.806
mikro 183.729.044 181.412.112 5.919.235
o001 retail 96.814.873 94.599.586 479.836
ki 60.600 21.532 1.381
umi 1.500.000 7.047.315 1.961.758

Tabel 8 Nilai Plafon, akad , dan jumlah debitur KUR per Skema

Dari tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

e ada 4 skema kur yaitu mikro, retail, Tenaga Kerja Indonesia (TKl), dan
Ultra Mikro (Umi)

e plafon KUR UMi dari setiap tahun nilainya tetap, yakni 1.5 Triliun rupiah

Visualisasi Secara bagan , dapat dilihat sebagai berikut:
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Nilai Akad KUR selama tahun 2017-2021 (juta rupiah)
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180,000,000
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40,000,000
20,000,000

2017 2018 2019 2020 2021
Emikro 65,006,479 73,698,489 80,269,571 128,696,389 181,412,112
H retail 29,945,561 45,748,655 57,780,223 57,527,086 94,599,586
o tki 289,875 587,338 815,885 924,255 21,532
umi 884,203 1,349,226 2,728,567 6,026,474 7,047,315

Nilai Akad (Juta Rupiah)

E mikro Mretail | tki umi

Bagan 7 Nilai Akad KUR Tahun 2017-2021

Dari bagan di atas, terlihat bahwa skema KUR Mikro mendominasi akad
yang terjadi selama 2017-2021. Sedangkan skema KUR TKI dan Umi masih

sangat kecil dibandingkan skema KUR mikro dan retail.

Nilai Plafon KUR selama tahun 2017-2021 (juta
rupiah)
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Bagan 8 Nilai Plafon KUR tahun 2017-2021

Dari bagan di atas, terlihat bahwa Plafon skema KUR Mikro mendominasi
akad yang terjadi selama 2017-2021. Sedangkan skema KUR TKI tidak

pernah melewati skema KUR Umi yang rata selama 5 tahun tersebut.
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2)

Jumlah Debitur KUR selama tahun 2017-2021
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Bagan 9 Jumlah Debitur KUR tahun 2017-2021

Dibandingkan dua bagan sebelumnya, di bagan ini terlihat cukup menarik
karena ternyata jumlah debitur KUR Skema Umi dapat melebihi debitur KUR
Skema retail yang notabene Skema Retail memiliki nilai Plafon maupun nilai
akad yang bersaing dengan KUR Skema Mikro yang mendominasi skema kur
yang ada.

Debitur KUR Per Provinsi selama tahun 2017-2021

Selanjutnya, kita melihat gambaran Debitur KUR yang notabene penduduk
miskin, dari tiap provinsi selama lima tahun mulai 2017 sampai dengan 2021

sebagai berikut:

Jumlah Debitur KUR per tahun (Jiwa)
No Provinsi
2017 2018 2019 2020 2021
1|Aceh 61.793 36.170 34.445 21.795 17.377
2|Bali 96.010 67.201 62.517 52.222 46.982
3|Banten 71.529 43.143 40.098 33.446 36.384
4|Bengkulu 35.171 22.187 21.941 21.287 25.406
5/DI Yogyakarta 84.739 49.962 41.019 45.083 50.483
6|DKI Jakarta 128.344 59.839 54.324 39.800 49.315
7|Gorontalo 28.495 17.577 1.684 13.120 12.256
g|Jambi 49.380 30.313 27.716 22452 29.349

32




Jumlah Debitur KUR per tahun (Jiwa)

No Provinsi
2017 2018 2019 2020 2021

9|Jawa Barat 832.774 346.172 327.861 311.343 384.487
10|Jawa Tengah 871.789 528.824 49.087 465.285 489.255
11|Jawa Timur 842.615 485.998 513.444 531.828 486.244
12|Kalimantan Barat 36.573 23.050 20.237 18.260 26.124
13|Kalimantan Selatan 74,508 45.714 41.239 39.374 36.288
14|Kalimantan tengah 31.850 19.786 18.576 17.449 20.444
15|Kalimantan Timur 47.938 28.826 26.559 27459 29.489
16|Kalimantan Utara 6.915 4.366 3.854 3.520 3.691
17|Kepulauan Bangka Belitung 18.070 10.592 10.552 9.536 10.485
18|Kepulauan Riau 16.861 11.695 9.367 8.535 8.976
19|Lampung 128.905 67.316 68.856 83.079 75.298
20|Maluku 19.020 11.378 10.522 9.581 11.384
21|Maluku Utara 8.220 5.040 4.048 3.815 4.748
21|Nusa Tenggara Barat 88.659 40.586 39.010 40.259 42.141
23|Nusa Tenggara Timur 49.027 27 449 24.820 24.010 26.819
24|Papua 27.087 15.422 12.984 11.709 16.252
25|Papua Barat 11.111 6.639 5.746 5.537 7.243
26|Riau 69.496 39.810 37.901 39.170 46.462
27|Sulawesi Barat 25.644 9.028 8.398 12.248 11.729
28|Sulawesi Selatan 237.348 145.396 147.792 135.123 120.649
29|Sulawesi Tengah 24.189 25.232 20.704 21.026 27.603
30|Sulawesi Tenggara 45535 27.072 27.892 23.770 25.977
31|Sulawesi Utara 34.484 18.325 16.192 10.244 15.097
32|Sumatera Barat 90.929 62.352 60.980 52.997 56.101
33|Sumatera Selatan 46.757 39.734 38.098 35.946 51.754
34|Sumatera Utara 146.054 82.774 83.218 83.621 102.257
Jumlah 2454.968)  1.911.681] 2273.929] 2404549  2.454.968

Tabel 9 Jumlah Debitur KUR per Provinsi periode 2017-2021

Visualisasi data di atas secara bagan dapat dilihat sebagai berikut:
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Jumlah debitur KUR per Provinsi Tahun
2017-2021 (orang)
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Dari bagan di atas, terlihat dalam 5 tahun terakhir debitur KUR didominasi
dari wilayah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
2. Pelaksanaan Pengawasan
a. Insilwas 1: Ketepatan Kebijakan mengenai perluasan akses bagi masyarakat miskin
terhadap permodalan produktif
Hasil inventarisir mengenai kebijakan/peraturan yang ada beserta
implementasinya dianalisis ketepatannya (5T/ Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat
Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi) dapat dikompilasikan dalam model

tabel sebagai berikut:

No | Kementerian/ Nama Analisis 5 T atas implementasi Kebijakan Kesim
Lembaga/ Pemda | Kebijakan / | Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat pulan
Program Sasaran | Jumlah | Waktu Kualitas | Admini
/Kegiatan strasi
1 Kemenko
Perekonomian
2 Kementerian
Keuangan

3 Kementerian
Koperasi UKM

4 Kementerian

Sosial
5 Pemda ...
6 Dst...

Tabel 10 Model Kompilasi Analisis 5T

Analisis Ketepatan 5T dilakukan dengan membandingkan kriteria/ target yang
ditetapkan dalam kebijakan/program/ kegiatan dengan realisasi implementasi yang
ada. Gambaran ketepatan kebijakan akses permodalan bagi masyarakat miskin
pada periode yang telah lalu untuk Program KUR Ultra Mikro (UMi) dapat dilihat

dalam tabel berikut:

No | Kementerian/ Nama Analisis 5 T atas implementasi Kebijakan Kesim
Lembaga/ Kebijakan / | Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat pulan
Pemda Program Sasaran | Jumlah Waktu Kualitas | Admini

[/Kegiatan strasi

2 Kementerian Program 120% 102,63% | 101,38% | 120% 117,65% | 5T
Keuangan KUR Ultra
Mikro
(UMiy!

1 Annual Report BLU-PIP Tahun 2020
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No

Kementerian/
Lembaga/
Pemda

Nama
Kebijakan /
Program
IKegiatan

Analisis 5 T atas implementasi Kebijakan

Tepat
Sasaran

Tepat
Jumlah

Tepat
Waktu

Tepat
Kualitas

Tepat

Admini

strasi

Kesim
pulan

Tabel 11 Analisis 5T pada Program KUR UM

Pada tabel di atas, data analisis langsung diambil dari laporan tahunan satuan kerja

pelaksana program/kegiatan tersebut. Untuk pelaksanaan pengawasan nanti,

diharapkan ada konfirmasi atas keakurasian data laporan kinerja yang digunakan

sebagai bahan informasi.

Insilwas 2 : Peningkatan Capaian Perluasan Akses terhadap modal bagi masyarakat

miskin ekstrem

1) Persentase penduduk miskin yang mengakses KUR

Dari data penduduk miskin dan data gambaran KUR pada ulasan-ulasan

sebelumnya, kita dapat melihat persentase penduduk miskin yang mengakses

KUR dengan membandingkan jumlah penduduk yang mengakses permodalan

(KUR) dengan jumlah penduduk miskin. Hasil analisis dapat dilihat sebagai

berikut:
" orovins Persentase penduduk miskin yang mengakses KUR (%)
2017 2018 2019 2020 2021
1|Acen 7.08 4,31 4,20 2,67 2,08
2[Ball 53,30 39,12 38,16 31,61 23,26
3|Banten 10,60 6,52 6,13 4,31 4,20
4|Bengkulu 11,10 7,35 7,26 7,04 8,30
5|DI Yogyakarta 17,35 10,86 9,15 9,48 9,97
6|DKI Jakarta 32,93 16,04 14,86 8,28 9,83
7|Gorontalo 10,09 6,43 0,66 5,21 4,83
g|Jambi 17,23 10,76 10,10 8,08 9,99
g|Jawa Barat 19,98 9,57 9,65 7,94 9,16
10|Jawa Tengah 19,59 13,57 1,31 11,69 11,90
11 |Jawa Timur 18,25 1,22 12,49 12,03 10,63
19 |Kalimantan Barat 9,44 5,95 5,35 4,98 7,10
13|Kalimantan Selatan 38,42 24,18 21,43 20,96 17,44
14 |Kalimantan tengah 2289 14,45 13,80 13,13 14,60
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Persentase penduduk miskin yang mengakses KUR (%)

No Provinsi 2017 2018 2019 2020 2021
15|Kalimantan Timur 2177 1317 12,08 11,92 12,20
16/Kalimantan Utara 13,98 8,67 7,90 6,80 6,98
17|Kepulauan Bangka Belitung 24,39 13,89 15,43 13,94 14,42
18|Kepulauan Riau 13,45 8,88 7,29 6,47 6,21
19|Lampung 11,39 6,14 6,47 7,92 6,95
20[Maluku 593 3,55 3,31 3,01 3,54
21 [Maluku Utara 10,75 6,19 4,78 442 5,45
21 |Nusa Tenggara Barat 117 5,50 5,30 5,64 5,64
23[Nusa Tenggara Timur 426 2.40 217 2,08 2,29
24|Papua 3,02 1,68 140 1,28 1,77
25|Papua Barat 487 3,10 2,72 2,65 3,31
26 Riau 13,50 7,95 7,72 8,10 9,28
27|Sulawesi Barat 17.12 5,95 5,55 8,06 7,46
g |Sulawesi Selatan 29,19 18,34 19,25 17,39 15,37
29|Sulawesi Tengah 5,79 6,00 5,05 5,27 6,82
30(|Sulawesi Tenggara 13,73 8,82 9,22 7,88 8,15
31|Sulawesi Utara 17,34 9,48 8,45 5,33 7,69
32|Sumatera Barat 24,95 17,46 17,51 15,40 15,14
33|Sumatera Selatan 4,30 3,72 3,55 3,32 4,65
34|Sumatera Utara 10,05 6,25 6,49 6,52 7,61

Jumlah 7,08 4,31 4,20 2,67 2,08

Tabel 12 Persentase Penduduk Miskin yang mengakses KUR per Provinsi selama tahun 2017-2021
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Visualisasi data di atas secara bagan dapat dilihat sebagai berikut:

Persentase Penduduk Miskin yang mengakses KUR
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Dari bagan di atas, yang menarik terlihat persentase penduduk miskin yang
mengakses KUR bukan dari wilayah Jawa, melainkan dari Bali, Kalimantan
Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. Sementara itu, secara umum
juga terlihat fenomena pertumbuhan debitur KUR mengalami penurunan dari
tahun 2017 menuju tahun 2021 di sebagian besar provinsi.
2) Persentase plafon KUR yang diakadkan

Rasio Presentase plafon KUR yang diakadkan didapatkan dari data nilai akad
yang terjadi dibandingkan dengan plafon KUR yang tersedia.Hasil analisis data

ditampilkan sebagai berikut:

RASIO AKAD DIBANDINGKAN PLAFON
KUR

100.00%
88.86%

90.00% .\83_?6% 84.11%

80.00% T

70.00%
0.80%

60.00%

50.00% 43.03%

PERSENTASE

40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

0.00%
2017 2018 2019 2020 2021

TAHUN
Bagan 12 Rasio Akad KUR dibandingkan Plafon KUR tahun 2017-2021

Dari bagan di atas terlihat persentase Plafon Kur yang diproses sampai tahap
akad mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Hal ini kemungkinan
disebabkan oleh Pandemi Covid19.
c. Insilwas 3 : Gambaran efektivitas peningkatan akses permodalan dalam
meningkatkan pendapatan
1) Pertumbuhan jumlah masyarakat miskin yang mengakses KUR
Dari data persentase masyarakat miskin yang mengakses KUR dapat kita olah

untuk menghasilkan data pertumbuhan masyarakat miskin yang mengakses
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KUR dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dengan

melihat selisih jumlah debitur dari tahun ke tahun tersebut. Hasil analisis

divisualisasikan sebagai berikut:

Pertumbuhan penduduk miskin yang mengakses KUR (%)

o Provins 2018 2019 2020 2021
1|Aceh 41,47 -4,77 -36,73 -20,27
2|Bali -30,01 6,97 -16,47 -10,03
3|Banten -39,68 -7,06 -16,59 8,78
4|Bengkulu -36,92 -1,11 2,98 19,35
5|DI Yogyakarta -41,04 -17,90 9,91 11,98
6|DKI Jakarta -53,38 9,22 -26,74 23,91
7|Gorontalo -38,32 -90,42 679,10 -6,59
8|Jambi -38,61 -8,57 -18,99 30,72
9|Jawa Barat -58,43 -5,29 -5,04 23,49

10|Jawa Tengah -39,34 -90,72 847,88 5,15
11|Jawa Timur -42,32 5,65 3,58 -8,57
12 |Kalimantan Barat -36,98 -12,20 9,77 43,07
13 |Kalimantan Selatan -38,65 9,79 -4,52 -7,84
14|Kalimantan tengah -37,88 -6,12 -6,07 17,16
15|Kalimantan Timur -39,87 -7,86 3,39 7,39
16|Kalimantan Utara -36,86 -11,73 -8,67 4,86
17|Kepulauan Bangka Belitung -41,38 -0,38 -9,63 9,95
18|Kepulauan Riau -30,64 -19,91 -8,88 517
19|Lampung -47,78 2,29 20,66 9,37
20|Maluku -40,18 -7,52 -8,94 18,82
21|Maluku Utara -38,69 -19,68 -5,76 24,46
21(Nusa Tenggara Barat -54,22 -3,88 3,20 4,67
23(Nusa Tenggara Timur -44,01 -9,58 -3,26 11,70
24|Papua -43,06 -15,81 -9,82 38,80
25|Papua Barat -40,25 -13,45 -3,64 30,81
26|Riau -42,72 -4,80 3,35 18,62
27|Sulawesi Barat -64,79 -6,98 4584 -4,24
28|Sulawesi Selatan -38,74 1,65 -8,57 -10,71
29|Sulawesi Tengah 4,31 -17,95 1,56 31,28
30 |Sulawesi Tenggara -40,55 3,03 -14,78 9,28
31|Sulawesi Utara -46,36 -11,64 -36,73 47,37
32|Sumatera Barat -31,43 -2,20 -13,09 5,86
33|Sumatera Selatan -15,02 4,12 -5,65 43,98
34 |Sumatera Utara -43,33 0,54 0,48 22,29

Tabel 13 Pertumbuhan penduduk miskin yang mengakses KUR Per Provinsi selama 2017-2021
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Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar pertumbuhan bernilai negatif,

sehingga jika dirata-ratakan pertumbuhan selama 5 tahun tersebut akan

bernilai negatif juga kecuali di beberapa provinis. Hal ini bisa di lihat dalam

visualisasi bagan rata-rata pertumbuhan penduduk miskin yang mengakses

KUR sebagai berikut:

Rata-rata Pertumbuhan Jumlah Penduduk
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Dari bagan di atas, terlihat hanya 4 provinsi yang mengalami pertumbuhan
positif, yaitu Sumatera Selatan (4,8%), Sulawesi Tengah (4,8%), Jawa Tengah
(180,74%) dan Gorontalo (135,94%). Selebihnya, wilayah provinsi lain
mengalami pertumbuhan negatif.

Pertumbuhan plafon KUR

Dari data Plafon KUR selama tahun 2017-2021 dapat kita olah untuk
menghasilkan data pertumbuhan Plafon KUR dalam kurun waktu tahun 2017
sampai dengan tahun 2021 dengan melihat selisih jumlah Plafon dari tahun ke

tahun tersebut. Hasil analisis divisualisasikan sebagai berikut:

)
No Skema KUR Pertumbuhan Plafon KUR (%)

2018 2019 2020 2021
1Mikro 10,24 7,83 64,15 37,92
2|Retail 27,34 25,22 6,28 53,06
3|TKI -6,91 21,88 -24,92 -93,44
4|UMi 66,67 20,00 -66,67 100,00

Tabel 14 Pertumbuhan Plafon KUR (%)

Dari tabel di atas terlihat bahwa Plafon Skema KUR TKI mengalami
pertumbuhan bernilai negatif dalam dua tahun terakhir, sedangkan
pertumbuhan plafon KUR UMi mengalami pertumbuhan 100% pada tahun
2021. Selain itu, dari tabel di atas dapat kita cari nilai rata-rata pertumbuhan
plafon KUR selama lima tahun tersebut dengan visualisasi bagan yang dapat

dilihat sebagai berikut:

Rata-rata Pertumbuhan Plafon KUR tahun 2017-2021
40.00
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30.00 27.98

20.00
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Bagan 14 Rata-rata Pertumbuhan Plafon KUR tahun 2017-2021
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Dari bagan di atas, terlihat Plafon KUR TKl secara rata-rata dalam periode 2017-
2021 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 25,85%, sementara Plafon KUR
skema lainnya mengalami rata-rata pertumbuhan yang serupa, sekitar 27%
sampai 30%.

Pertumbuhan nilai akad KUR

Dari data nilai KUR selama tahun 2017-2021 dapat kita olah untuk
menghasilkan data pertumbuhan akad KUR dalam kurun waktu tahun 2017
sampai dengan tahun 2021 dengan melihat selisih jumlah akad dari tahun ke

tahun tersebut. Hasil analisis divisualisasikan sebagai berikut:

Pertumbuhan Akad KUR (%)

No|  SkemaKUR 2018 2019 2020 2021
1|Mikro 13.37 892 6033 4096
2|Retail 52,77 26,30]  -044] 6444
3K 10262 3891  1328] -97.67
4|UMi 5250 10223 12087| 16,94

Tabel 15 Pertumbuhan Akad KUR

Dari tabel di atas terlihat bahwa akad Skema KUR TKI mengalami pertumbuhan
bernilai negatif dalam setahun terakhir, sedangkan pertumbuhan akad KUR
Retail mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 64,4%.
Selain itu, dari tabel di atas dapat kita cari nilai rata-rata pertumbuhan plafon
KUR selama lima tahun tersebut dengan visualisasi bagan yang dapat dilihat

sebagai berikut:

Rata -rata Pertumbuhan nilai akad KUR tahun

2017-2021
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Bagan 15 Rata-rata Pertumbuhan Akad KUR Tahun 2017-2021
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Dari bagan di atas, terlihat akd KUR TKI secara rata-rata dalam periode 2017-

2021 mengalami pertumbuhan terendah sebesar 14,29%, sementara akad KUR

skema UMi mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi sebesar 73,16%.

Persentase penurunan jumlah penduduk miskin

Dari data jumlah penduduk miskin selama tahun 2017-2021 dapat kita olah

untuk menghasilkan data penurunan jumlah penduduk miskin dalam kurun

waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dengan melihat selisih jumlah

penduduk miskin dari tahun ke tahun tersebut. Hasil analisis divisualisasikan

sebagai berikut:

=
o

Provinsi

Persentase Penurunan Jumlah Penduduk miskin per Tahun (%)

2018 2019 2020 2021
1 ACEH 3,80 2,39 0,55 2,37
2 BALI 4,65 4,61 -0,82 22,27
3 BANTEN 2,03 1,04 -18,57 -11,76
4 BENGKULU 4,79 -0,16 -0,09 113
5 D ' YOGYAKARTA 5,82 2,53 -6,08 -6,46
6 DKI JAKARTA 4,25 2,03 -31,54 -4,38
7 GORONTALO 3,22 6,90 1,02 0,70
8 JAMBI 1,70 2,62 -1,27 -5,78
9 JAWA BARAT 13,26 5,99 -15,33 -7,02
10 | JAWA TENGAH 12,44 3,95 -6,35 -3,24
11 | JAWATIMUR 6,16 5,09 -7,46 -3,48
12 | KALIMANTAN BARAT 0,09 2,24 3,08 -0,31
13 | KALIMANTAN SELATAN 2,52 -1,83 2,40 -10,77
14 | KALIMANTAN TENGAH 1,60 1,71 1,23 -5,34
15 | KALIMANTAN TIMUR 0,58 0,47 -4,71 -4,99
16 | KALIMANTAN UTARA -1,78 3,12 6,17 2,07
17 | KEP. BANGKA BELITUNG -2,93 10,33 -0,03 -6,30
18 | KEPULAUAN RIAU -5,03 245 2,73 -9,46
19 | LAMPUNG 3,06 3,04 1,35 -3,30
20 | MALUKU 0,13 0,75 -0,16 -1,14
21 | MALUKU UTARA 6,53 -3,85 -2,09 -0,91
22 | NUSA TENGGARA BARAT 7,10 0,20 3,00 -4,59
23 | NUSA TENGGARA TIMUR 0,75 -0,36 -0,65 -1,35
24 | PAPUA 2,22 -0,95 1,62 -1,00
25 | PAPUA BARAT 6,09 1,38 1,38 -5,03
26 | RIAU 2,76 1,94 1,49 -3,60
27 | SULAWESI BARAT -1,35 0,25 0,41 -3,40
28 | SULAWESI SELATAN 2,51 3,13 -1,18 -1,05
29 | SULAWESI TENGAH -0,56 2,34 2,83 -143
30 | SULAWESI TENGGARA 742 1,47 0,25 -5,59
31 | SULAWESIUTARA 2,80 0,83 0,35 2,07
32 | SUMATERA BARAT 2,02 2,49 1,15 -7,68
33 | SUMATERA SELATAN 1,72 -0,51 0,73 2,97
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| 34 | SUMATERA UTARA 8,87 3,24 0,10 472

Tabel 16 Persentase Penurunan Jumlah Penduduk miskin per Tahun

Dari tabel di atas terlihat
perkembangan persentase kenaikan dan penurunan jumlah penduduk miskin
berfluktuasi dari tahun ke tahun pada masing-masing provinsi. Oleh karena itu,
untuk memudahkan penyimpulan, data tersebut kita olah untuk menghasilkan
rata-rata persentase penurunan jumlah penduduk miskin per provinsi dalam

periode tersebut. Visualisasinya secara bagan dapat dilihat sebagai berikut:

Rata-rata persentase penurunan jumlah penduduk miskin per
provinsi dalam periode 2017-2021
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Dari bagan di atas terlihat bahwa rata-rata persentase penurunan jumlah

penduduk miskin tertinggi terjadi di Provinsi Gorontalo, dimana rata-rata

45



5)

penduduk miskin disana berkurang sebanyak 2,61 % per tahun. Kondisi
sebaliknya terjadi di Provinsi DKI Jakarta dan Banten, dimana jumlah penduduk
miskinnya rata-rata bertambah sebesar 7,41% dan 6,81% per tahun. Hal ini
cukup mengkhawatirkan disebabkan jumlah penduduk di Jakarta dan Banten
lebih banyak di bandingkan Provinsi Gorontalo.

Penurunan Persentase Penduduk Miskin Per Provinsi

Dari data persentase penduduk miskin per provinsi selama tahun 2017-2021
dapat kita olah untuk menghasilkan data penurunan persentase penduduk
miskin dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dengan
melihat selisih persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun tersebut. Hasil

analisis divisualisasikan sebagai berikut:

. Penurunan Persentase Penduduk miskin per provinsi per Tahun (%)
No Provinsi
2018 2019 2020 2021

1 ACEH 515 3,73 1,88 0,95
2 BALI 5,82 5,76 0,38 -20,77
3 BANTEN 3,48 247 -16,91 -10,12
4 BENGKULU 5,94 1,02 1,04 0,08
5 D1 YOGYAKARTA 7,06 3,80 -4,71 -5,07
6 DKI JAKARTA 4,98 2,74 -30,65 -3,60
7 GORONTALO 4,09 7,72 1,84 0,20
8 JAMBI 2,81 3,68 0,20 -4,60
9 JAWA BARAT 14,25 7,04 -14,07 -5,81
10 | JAWA TENGAH 12,95 449 -5,78 -2,64
1 JAWA TIMUR 6,72 5,62 6,89 -2,88
12 | KALIMANTAN BARAT 1,33 3,41 420 0,92
13 | KALIMANTAN SELATAN 3,82 0,52 3,59 9,32
14 | KALIMANTAN TENGAH 3,03 3,09 2,57 -3,84
15 | KALIMANTAN TIMUR 1,88 0,81 -3,42 -3,64
16 | KALIMANTAN UTARA 0,13 4,90 -4,25 0,17
17 | KEP. BANGKA BELITUNG -1,53 11,51 1,24 -4,89
18 | KEPULAUAN RIAU -1,87 5,35 0,29 6,19
19 | LAMPUNG 4,02 3,96 2,24 2,30
20 | MALUKU 1,24 1,81 0,89 -0,03
21 MALUKU UTARA -5,03 2,43 0,74 0,48
22 | NUSA TENGGARA BARAT 8,48 1,65 4,36 -3,05
23 | NUSA TENGGARA TIMUR 2,18 1,06 0,74 0,10
24 | PAPUA -0,73 0,46 2,95 0,45
25 | PAPUA BARAT 8,29 3,66 3,62 2,59
26 | RIAU 448 3,63 3,14 -1,80
27 | SULAWESI BARAT 0,10 1,65 0,97 -1,93
28 | SULAWESI SELATAN 3,34 3,92 0,39 -0,21
29 | SULAWESI TENGAH 0,81 3,63 4,08 -0,07
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30 | SULAWESI TENGGARA 8,84 2,96 1,72 -3,99
31 | SULAWESI UTARA 3,61 1,62 0,40 -1,24
32 | SUMATERA BARAT 3,27 3,70 2,33 6,33
33 | SUMATERA SELATAN 2,98 0,74 0,48 -1,67
34 | SUMATERA UTARA 9,92 4,32 0,98 -3,53

Dari tabel di atas terlihat perkembangan kenaikan dan penurunan persentase
penduduk miskin
Tabel 17 Penurunan Persentase Penduduk miskin per provinsi per Tahun
berfluktuasi dari
tahun ke tahun pada masing-masing provinsi. Oleh karena itu, untuk
memudahkan penyimpulan, data tersebut kita olah untuk menghasilkan rata-

rata penurunan persentase penduduk miskin per provinsi dalam periode

tersebut. Visualisasinya secara bagan dapat dilihat sebagai berikut:
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Rata-rata penurunan persentase penduduk
miskin per provinsi tahun 2017-2021
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Bagan 17 Rata-rata penurunan persentase penduduk miskin per provinsi tahun 2017-2021

Dari bagan di atas terlihat bahwa rata-rata penurunan persentase penduduk
miskin tertinggi terjadi di Provinsi Gorontalo, dimana rata-rata penduduk
miskin disana berkurang sebanyak 3,46 % per tahun. Kondisi sebaliknya terjadi
di Provinsi DKI Jakarta dan Banten, dimana jumlah penduduk miskinnya rata-
rata bertambah sebesar 6,63% dan 5,27% per tahun. Hasil ini senada dengan

hasil analisis sebelumnya mengenai Persentase penurunan jumalh penduduk

miskin yang dianalisis datanya dari jumlah penduduk miskinnya.

Insilwas 4 : Analisis hambatan implementasi peningkatan akses permodalan



Dalam menghasilkan insilwas 4, kita menggunakan metode analisis RCA, atas
permasalahan yang dijumpai ketika menguji audit question dari insilwas 1, 2 dan 3
sebagai berikut:
1) Analisis RCA masalah yang ditemukan di insilwas 1
Dari pengujian sementara untuk menghasilkan insilwas 1 di atas, terlihat
kondsi skor ketepatan waktu menjadi skor terendah. Kita dapat melakukan
analisis atas permasalahan tersebut dengan RCA yang dapat digambarkan

dalam bagan, sebagai berikut:

Kebijakan yang
diimplementasikan, tidak
tepat waktu

Machine

Method

sistem online tidak menjangkau masyarakat
miskin secara luas

masyarakat miskin kesulitan dalam memiliki
akses internet

E tim penyuluh kurang pelatihan

{ pimpinan kurang memotivasi dan

menjadwalkan agenda pelatihan
Measurement
data tidak akurat

L kurangnya waktu observasi lapangan
L terlalu lama dalam fase perencanaan

l medan di lapangan tempat masyarakat miskin

sulit dijangkau
L Jjalur transportasi umum belum tersedia

belum ada minat swasta menyediakan

transportasi umum di jalur tersebut

masyarakat miskin memprioritaskan
pemenuhan kebutuhan primer (pangan)

kurangnya komunikasi antara pimpinan dan tim

Bagan 18 Hasil RCA Insilwas 1

2) Analisis RCA masalah yang ditemukan di insilwas 2
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Dari pengujian untuk menghasilkan insilwas 2 di atas, beberapa permasalahan
yang ditemukan yang menunjukkan kondisi capaian perluasan akses terhadap
modal bagi masyarakat ekstrem masih rendah sebagai berikut:

a) masih rendahnya presentase penduduk miskin di provinsi-provinsi pulau
jawa -yang besar jumlah penduduk miskinnya-yang mengakses KUR
dibandingkan persentase penduduk miskin yang mengakses KUR dari luar
pulau Jawa.

b) Fenomena pertumbuhan negatif persentase penduduk miskin yang
mengakses KUR dalam lima tahun terakhir.

c¢) Fenomena penurunan nilai plafon KUR tersedia yang diakadkan

Kita dapat melakukan analisis atas kondisi permasalahan tersebut dengan

metode RCA yang dapat digambarkan dalam bagan, sebagai berikut:

Rendahnya Capaian
Perluasan Akses
terhadap modal bagi
masyarakat miskin

ekstrem

‘ Fenomena penurunan nilai plafon KUR
tersedia yang diakadkan

perubahan prioritas anggaran pemerintah
— bencana COVIDIY

Method

\an negati persentase
g mengakses KUR

medan di lapangan tempat masyarakat

\— data tidak akurat
miskin sulit dijangkau

Jalur transportasi umum belum tersedia —

se
g mengakses KUR dari

— kurangnya waktu observasi lapangan
masyarakat miskin enggan mengakses KUR

— tarlaly lama dalam fase perancanaan

masyarakat takut tidak bisa melunasi

Bagan 19 Hasil RCA Insilwas 2
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3) Analisis RCA masalah yang ditemukan di insilwas 3

Dari pengujian untuk menghasilkan insilwas 3 di atas, beberapa permasalahan

yang ditemukan yang menunjukkan kondisi peningkatan akses permodalan

dalam meningkatkan pendapatan masih belum efektif sebagai berikut:

a)
b)

c)

d)

Pertumbuhan masyarakat miskin yang mengakses KUR masih negatif
Pertumbuhan Plafon KUR skema TKI masih negatif

Persentase penurunan jumlah penduduk miskin sebagian provinsi masih
negatif

Rata-rata penurunan persentase penduduk miskin provinsi DKI dan Banten

masih negatif

Kita dapat melakukan analisis atas kondisi permasalahan tersebut dengan

metode RCA yang dapat digambarkan dalam bagan, sebagai berikut:

masyarakat miskin enggan mengakses KUR

medan di lapangan tempat masyarakat
miski angkau

peningkatan akses
permodalan dalam
meningkatkan
pendapatan masih belum
efektif

Machine

Pertumbuhan masyarakat miskin yang J

s
mengakses KUR masih negatit

| pemdes setempat enggan dianggap

penduduknya banyak yang miskin
masyarakat takut tidak bisa melunasi

{__ pemdes takut cipersalahian oleh pemerintah
pusat

nya koordinasi antara

Pertumbuhan Plafon KUR skema TKI masih __J usat dan pemda/des setempat

negatit

\— kurangnya waktu observasi lapangan

iskin sult &

— tertatu lama datam fa:
tersedia

Bagan 20 Hasil RCA Insilwas 3

e. Insilwas 5: Rekomendasi untuk mendorong peningkatan akses permodalan
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Dalam menghasilkan insilwas 5, kita dapat menggunakan kompilasi hasil penyebab

hakiki dari analisis RCA insilwas 4 sebagai bahan diskusi dengan pihak terkait. Selain

itu, kita dapat menggunakan analisis tren/prediksi atas data masyarakat miskin dan

akses KUR yang ada untuk menyusun rekomendasi. Uraian selengkapnya dapat

dilihat sebagai berikut:

1) Kompilasi hasil RCA

Dari hasil analisis RCA insilwas 1,2, dan 3 yang dilakukan dalam menyusun

insilwas 4, kita inventarisir apa saja yang menjadi penyebab hakiki atas

permasalahan /hambatan yang terjadi untuk didiskusikan dengan pihak terkait

agar tersusun rekomendasi yang disepakati

bersama.

Gambaran hasil

inventarisir penyebab hakiki sebagai bahan diskusi tersebut dapat dilihat

sebagai berikut:

No. Permasalahan/ Kondisi yang terjadi  |Penyebab Hakiki hasil RCA  |Usulan Rekomendasiyang  [Rekomendasi final
Insilwas |Hambatan yang akan didiskusikan dengan setelah diskusi
dihadapi pihak terkait dengan pihak terkait
1 Kebijakan yang metode sistem online  |masyarakat miskin kunjungan langsung ke titik-titik
diimplementasikan  |dalam aplikasi KUR tidak |memprioritaskan pemenuhan  [kumpul masyarakat miskin
tidak tepat waktu menjangkau masyarakat |kebutuhan primer (pangan)
miskin secara luas
tim penyuluh kurang kurangnya komunikasi antara  |tim penyuluh menyampaikan
pelatihan pimpinan dan tim mengenai apa |usulan hasil identifikasi
yang menjadi kebutuhan kebutuhan peningkatan skil
peningkatan skil tim timyang perlu didiklatkan
data di lapangan tidak |terlalu lama pengerjaan program |proses perencanaan
akurat KUR dalam fase perencanaan |dipersingkat dan dilaksanakan
penyempurnaan perencanaan
secara paralel dengan
pelaksanaan lapangan
medan di lapangan belum ada minat swasta koordinasi dengan kementerian
tempat masyarakat menyediakan transportasi umum |perhubungan untuk
miskin sulit dijangkau |di jalur lokasi masyarakat miskin |menyediakan angkutan perintis
yang sulit terjangkau
2 Rendahnya Capaian |Fenomena penurunan  |bencana COVID19 yang Optimalisasi anggaran plafon
Perluasan Akses nilai plafon KUR tersedia [menyebabkan perubahan yang ada dengan
terhadap modal bagi |yang diakadkan prioritas anggaran memaksimalkan target yang

masyarakat miskin
ekstrem

bisa dicapai

metode sistem online
dalam aplikasi KUR tidak
menjangkau masyarakat
miskin secara luas

masyarakat miskin
memprioritaskan pemenuhan
kebutuhan primer (pangan)

kunjungan langsung ke titik-titik
kumpul masyarakat miskin
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No. Permasalahan/ Kondisi yang terjadi  |Penyebab Hakiki hasil RCA  |Usulan Rekomendasiyang [Rekomendasi final
Insilwas |Hambatan yang akan didiskusikan dengan setelah diskusi
dihadapi pihak terkait dengan pihak terkait
tim penyuluh kurang kurangnya komunikasi antara  |tim penyuluh menyampaikan
pelatihan pimpinan dan tim mengenai apa |usulan hasil identifikasi
yang menjadi kebutuhan kebutuhan peningkatan skil
peningkatan skil tim timyang perlu didiklatkan
Fenomena pertumbuhan |masih kurangnya koordinasi membuat jadwal koordinasi rutin
negatif persentase antara pemerintah pusat dan antara tim kur dan pemdes
penduduk miskin yang  [pemda/des setempat terkait setempat
mengakses KUR dalam |pengentasan kemiskinan
lima tahun terakhir.
masih rendahnya kurangnya intensnya menyiapkan skema jaminan
presentase penduduk  [pendampingan oleh tim pembelian hasil produksi
miskin di provinsi- penyuluh yang dapat peserta kur
provinsi pulau jawa - meyakinkan masyarakat miskin
yang besar jumlah
penduduk miskinnya-
yang mengakses KUR
dibandingkan
persentase penduduk
miskin yang mengakses
KUR dari luar pulau
Jawa.
3 peningkatan akses  |Persentase penurunan |masih kurangnya koordinasi membuat jadwal koordinasi rutin

permodalan dalam
meningkatkan
pendapatan masih
belum efektif

jumlah penduduk miskin
sebagian provinsi masih
negatif dan Rata-rata
penurunan persentase
penduduk miskin
provinsi DKI dan Banten
masih negatif

antara pemerintah pusat dan
pemda/des setempat terkait
pengentasan kemiskinan

antara tim kur dan pemdes
setempat

Pertumbuhan
masyarakat miskin yang
mengakses KUR masih
negatif

kurangnya pendampingan oleh
tim yang dapat meyakinkan
masyarakat miskin

menyiapkan skema jaminan
pembelian hasil produksi
peserta kur

Pertumbuhan Plafon
KUR skema TKI masih
negatif

belum ada minat swasta
menyediakan transportasi umum
di jalur lokasi masyarakat miskin
yang sulit terjangkau

koordinasi dengan kementerian
perhubungan untuk
menyediakan angkutan perintis

Tabel 18 Inventarisasi Permasalahan dan Usulan Rekomendasi

2) Prediksi jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) tahun 2022

Prediksi penduduk miskin (ribu jiwa) dapat dilihat antara lain dengan

menggunakan asumsi tren rata-rata pertumbuhan penduduk miskin 5 tahun

terakhir yang dihasilkan dari data persentase penduduk miskin per provinisi

sebagaimana penjelasan dalam hasil analisis untuk perencanaan pengawasan

di atas. Rincian rata-rata pertumbuhan penduduk miskin dan prediksi jumlah

penduduk miskin 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:
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Jumlah Penduduk Miskin per Tahun (Ribu Jiwa) Rata2 Prediksi
pertambah Jumlah
an Penduduk
No Provinsi penduduk Miskin 2022
2017 2018 2019 2020 2021 iskin (Ribu Jiwa)
2017-2021
(%)
1 | ACEH 872,61 839,49 819,44 81491 | 834,24 -1,09 825,14
2 | BAL 180,13 17176 163,85 16519 | 201,97 3,46 208,95
3 | BANTEN 67504 | 661,36 654,46 77599 | 867,23 6,81 926,33
4 | BENGKULU 316,98 | 301,81 302,30 30258 | 306,00 -0,85 303,40
5 | DI 48853 | 460,10 44847 | 47572 | 50645 1.05 51175
YOGYAKARTA ' ’
6 | DKIJAKARTA 380,69 | 373,12 36555 | 480,86 | 501,92 7.41 539,12
7 | GORONTALO 28230 | 273,20 254,34 251,75 | 253,50 2,61 246,88
8 | JAMBI 286,55 | 281,69 274,32 277,80 | 293,86 0,68 295,87
9 | JAWABARAT 416844 | 361579 | 3.399,16 | 3.920,23 | 4.19534 0,77 | 4.227,83
10 | JAWATENGAH | 445072 | 3.897,20 | 374323 | 3.980,90 | 4.109,75 21,70 | 4.039,87
11 | JAWATIMUR 4617,01 | 433259 | 411225 | 441910 | 457273 0,08 | 4.569,21
12 | KALIMANTAN 38743 | 387,08 378,41 366,77 | 367,89 128 363.20
BARAT ' ’
13 | KALIMANTAN 193,92 189,03 192,48 18787 | 208,11 1.92 21211
SELATAN ’ ’
14 | KALIMANTAN 139,16 136,93 134,59 132,94 | 140,04 0.20 140.32
TENGAH ' ’
15 | KALIMANTAN 22017 | 218,90 219,92 23027 | 241,77 240 247 57
TIMUR ’ ’
16 | KALIMANTAN 49,47 50,35 48,78 51,79 52,86 172 53,77
UTARA '
17 | KEP. BANGKA 74,09 76,26 68,38 68,40 72,71 027 72.51
BELITUNG ' ’
18 | KEPULAUAN 125,37 131,68 128,46 13197 | 14446 370 149.80
RIAU ' ’
19 | LAMPUNG 113173 | 1.097,05 | 1.063,66 | 1.049,32 | 1.083,93 1,04 | 1.072,66
20 | MALUKU 320,51 320,08 317,69 318,19 | 321,81 0,10 32214
21 | MALUKU UTARA 76,47 81,46 84,60 86,37 87,16 3,35 90,08
22 | NUSA 793,78 | 73746 735,96 713,89 | 746,66 143 736.01
TENGGARA ’ ’
BARAT
23 | NUSA 1150,79 | 114217 | 114632 | 1.153,76 | 1.169,31 040 | 1.174.02
TENGGARA ' ’
TIMUR
24 | PAPUA 897,69 | 917,63 926,36 911,37 | 920,44 0,64 926,31
25 | PAPUA BARAT 22838 | 21447 211,50 20858 | 219,07 -0,96 216,97
26 | RIAU 51462 | 500,44 490,72 | 48339 | 500,81 -0,65 497 57
27 | SULAWESI 149,76 151,78 151,40 152,02 | 157,19 1.23 159 12
BARAT ’ ’
28 | SULAWESI 81307 | 792,63 767,80 776,83 | 784,98 -0.86 778.27
SELATAN '
29 | SULAWESI 787 | 420,21 410,36 398,73 | 40444 -0.80 40122
TENGAH ’ ’
30 | SULAWESI 331,71 307,10 302,58 301,82 | 318,70 -0.89 315.87
TENGGARA ' ’
31 | SULAWESI 198,88 193,31 191,70 19237 | 196,35 -0.30 195.75
UTARA ’ ’
32 | SUMATERA 364,51 357,13 348,22 34423 | 370,67 050 37254
BARAT ' ’
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33 | SUMATERA 1.086,92 | 1.068,27 1.073,74 | 1.081,59 | 1.113,76 0.63 1.120.73
SELATAN ' '
34 | SUMATERA 1.453,87 | 1.324,98 1282,04 | 128329 | 1.343,86 -1.82 1.319.37
UTARA ' ’
Jumlah 27.84817 | 2602451 | 2521304 | 2649079 | 27.609,97 27.632,25
Visualisasi secara bagan dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 19 Prediksi Jumlah Penduduk Miskin tahun 2022
Perdiksi Jumlah Penduduk Miskin tahun 2022
28,500
= 27,848.17
£ 28,000 27,609.97  27,632.25
S 27,500
2
= 27,000
£ 26,490.79
~§ 26,500 26,024.51
X 26,000
T 25,500 25,213.04
©
S 25,000
o
< 24,500
©
€ 24,000
3
23,500
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Bagan 21 Prediksi Jumlah Penduduk Miskin tahun 2022

3) Prediksi anggaran pemerintah yang tersedia untuk modal bagi masyarakat

miskin

Prediksi anggaran pemerintah yang tersedia untuk modal bagi masyarakat

miskin dapat dilihat antara lain dengan menggunakan asumsi tren rata-rata

pertumbuhan plafon KUR 5 tahun terakhir yang dihasilkan dari data Nilai plafon

KUR sebagaimana penjelasan dalam hasil analisis untuk insilwas 3 di atas.

Rincian rata-rata pertumbuhan plafon KUR dan Prediksi plafon KUR tahun 2022

dapat dilihat dalam tabel berikut:

Nilai Plafon Per Tahun (Rp Juta) Rata2
pertambah .
o | Sars it | s
KUR 2017 2018 2019 2020 2021 KUR Juta)
2017-2021
(%)
1 | mikro 68.264.300 | 75.257.762 81.153.902 | 133.210.495 183.729.044 30,04 | 238.916.035,20
2 | retail 37.324.150 | 47.528.384 59.515.882 | 63.252.211 96.814.873 2798 | 123.899.020,65
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3| tki 1.085.000 1.010.011 1.231.000 924.255 60.600 -25,85 44.935,92
umi 1.500.000 2.500.000 3.000.000 1.000.000 2.000.000 30,00 2.600.000,00
Total
Keselu 126.296.157 | 144.900.784 198.386.961 | 282.604.517 126.296.157 365.459.992,00
ruhan

4) Prediksi anggaran yang terealisasi untuk modal bagi masyarakat miskin

Prediksi anggaran yang terealisasi untuk modal bagi masyarakat miskin dapat

dilihat antara lain dengan menggunakan asumsi tren rata-rata pertumbuhan

akad KUR 5 tahun terakhir yang dihasilkan dari data Nilai akad KUR

sebagaimana penjelasan dalam hasil analisis untuk insilwas 3 di atas. Rincian

rata-rata pertumbuhan akad KUR dan Prediksi akad KUR tahun 2022 dapat

Tabel 20 Prediksi Nilai Plafon KUR ke depan  dilihat dalam tabel berikut:

Nilai akad Per Tahun (Rp Juta) Rata2
Skema pzﬁaangggh Prediksi akad
No KUR 2022 (R
KUR 2017 2018 2019 2020 2021 KUR Juta)( P
2017-2021
(%)
V] mikio 165006479 | 73698489 | 80269571 | 158606380 | 181412112 30,89 237.458 794
2| el og045561 | 45748655 | 1180223 | 57507086 94.599.586 3577 128.437.262
3| W 289.875 587.338 815.885 924255 21,582 1429 24,608
41 umi 884.203 1.349.226 2728567 | 6006474 7.047.315 73.16 12.202.946
Total
fjﬁg:]“ 96.126.118 | 121.383708 | 141594246 | yoq 174904 | 283080545 378.123.609

Tabel 21 Prediksi nilai Akad KUR ke depan
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Bab 3. Penutup

A. Pemanfaatan hasil
Dari hasil analisis data diatas, kita dapat mengetahui informasi yang berguna dalam
proses perencanaan dan pelaksanaan pengawasan sebagai berikut:
1. Perencanaan Pengawasan
Sampel wilayah pengawasan yang harus diambil adalah Provinsi-provinsi berikut

beserta alasannya berdasarkan hasil analisis data sebagai berikut:

No Provinsi Alasan berdasarkan hasil analisis data

1 Jawa Barat Provinsi 3 besar jumlah penduduk miskin
terbanyak

2 Jawa Tengah Provinsi 3 besar jumlah penduduk miskin
terbanyak

3 Jawa Timur Provinsi 3 besar jumlah penduduk miskin
terbanyak

4 DKI Jakarta Provinsi 3 besar rata-rata pertambahan

jumlah penduduk miskin terbesar per tahun

5 Banten Provinsi 3 besar rata-rata pertambahan
jumlah penduduk miskin terbesar per tahun

6 Kepulauan Riau Provinsi 3 besar rata-rata pertambahan
jumlah penduduk miskin terbesar per tahun

7 Gorontalo 4 besar provinsi yang penduduk miskinnya di
atas 20% jumlah penduduknya

8 Papua 4 besar provinsi yang penduduk miskinnya di
atas 20% jumlah penduduknya

9 Papua Barat 4 besar provinsi yang penduduk miskinnya di
atas 20% jumlah penduduknya

10 Nusa Tenggara Timur 4 besar provinsi yang penduduk miskinnya di
atas 20% jumlah penduduknya

Tabel 22 Pemilihan sampel wajib

2. Pelaksanaan Pengawasan
a. Ketepatan Kebijakan mengenai perluasan akses bagi masyarakat miskin terhadap

permodalan produktif
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Hasil analisis data insilwas 1 menunjukkan simpulan bahwa Kebijakan
peningkatan akses permodalan yang diimplementasikan, tidak tepat waktu,
dengan uraian penyebab dan rekomendasi sebagaimana dijelaskan di atas.

b. Peningkatan Capaian Perluasan Akses terhadap modal bagi masyarakat miskin
ekstrem
Hasil analisis data insilwas 2 menunjukkan simpulan bahwa capaian Perluasan
Akses terhadap modal bagi masyarakat miskin ekstrem masih rendah, dengan
uraian penyebab dan rekomendasi sebagaimana dijelaskan di atas.

c. Gambaran efektivitas peningkatan akses permodalan dalam meningkatkan
pendapatan
Hasil analisis data insilwas 3 menunjukkan simpulan bahwa efektifvitas
peningkatan akses permodalan dalam meningkatkan pendapatan masih rendah,
dengan uraian penyebab dan rekomendasi sebagaimana dijelaskan di atas.

d. Analisis hambatan implementasi peningkatan akses permodalan
Hasil analisis data insilwas 4 menunjukkan simpulan bahwa terdapat 12 penyebab
hakiki yang menghambat peningkatan akses permodalan, dengan uraian
sebagaimana dijelaskan di atas.

e. Rekomendasi untuk mendorong peningkatan akses permodalan
Hasil analisis data insilwas 5 menghasilkan 12 rekomendasi untuk menghilangkan
penyebab permasalahan, serta memprediksi kondisi jumlah penduduk miskin dan
ketersediaan anggaran KUR tahun berjalan, dengan uraian sebagaimana
dijelaskan di atas.

B. Permasalahan yang dijumpai saat analisis

Dalam pelaksanaan analisis data dijumpai beberapa kesulitan sebagai berikut:

1. Dalam pencarian data, sulit mendapatkan data-data yang bersifat mentah dari
instansi terkait karena keterbatasan waktu penelitian. Sehingga penelitian hanya
menggunakan data umum yang terbuka untuk publik yang dapat diakses langsung di
situs web instansi terkait.

2. Pelaksanaan analisis data dengan metode prediktif yang menggunakan regresi sulit
dilakukan karena keterbatasan waktu sehingga belum menjumpai landasan teoritis

untuk menyusun suatu rumusan model persamaan regresi.
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C. Rencana Berikutnya
Atas permasalahan/keterbatasan yang dijumpai selama masa penelitian, dalam
kesempatan berikutnya (pelaksanaan pengawasan APP) perlu diperkaya metode analisis
data terutama dalam memprediksi dengan menggunakan metode lain seperti regresi
dan/atau decission tree.
Selain itu, masih diperlukan beberapa data yang belum didapatkan selama masa
penelitian, antara lain :
1. Data by name by adress penduduk miskin
2. Data by name by adress debitur KUR
3. Data kondisi pengembalian pinjaman KUR

4. Data peningkatan kesejahteraan debitur KUR
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